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Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif 
Terhadap Illegal Fishing Dengan Tidak Memeiliki Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) 
Studi Putusan No 05/pen/Pid.Sus/2015/PN.Amb”, merupakan hasil dari penelitian 
putusan yang didukung oleh kepustakaan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu 
bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap sanski pelaku tindak pidana Illegal 
Fishing dengan tidak memiliki surat izin penangkap ikan putusan No05/pen /Pid. 
Sus/2015/Pn.Amb dan bagaimana analisis hukum pidana Islam dan hukum positif 
terhadap tindak pidana illegal fishing dengan tidak memiliki surat izin penangkap 
ikan putusan No 05/pen/Pid.Sus/2015/Pn.Amb. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library 
Research) yang selanjutnya data diolah dengan beberapa tahap yaitu editing 
(melakukan pemeriksaan kembali data yang telah diperoleh), organizing (menyusun 
dan mensistemaiskan data yang diperoleh), analizing yang dianalisis menggunakan 
teknik deskriptif-analisis dengan pola deduktif. Menggunakan data sekunder yang 
terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 
Hasil penelitian ini adalah bahwa hakim menjatuhkan putusan atas tindak 
pidana yang dilakukan terdakwa sudah sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umun, 
yaitu pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 
tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo. Pasal 55 ayat 
(1) ke 1-KUHP, yang mana hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 
100.000.000,- dan pidana kurungan selama 4 bulan. Terlepas dari asas legalitas yang 
terdapat dalam KUHP pasal 1 ayat 1, karena sudah dijelaskan dalam ketentuan pasal 
100 jo. Pasal 7 ayat 2 huruf a UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dalam 
hukum pidana Islam, tindak pidana menangkap ikan dengan tidak memiliki Surat 
Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak 
pidana peruskan lingkungan laut, yang termasuk dalam jari>mah ta’zir>. Dalam hal ini, 
hukuman yang digunakan adalah hukum ta’zir>  yang mana sudah ditentukan oleh 
hakim atau penguasa, karena unsur yang terdapat dalam tindak pidana perusakan 
lingkungan laut telah terpenuhi. 
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka diharapkan baik aparat penegak 
hukum maupun masyarakat umum berpikiran aktif dalam menjaga dan melindungi 
lingkungan khususnya dari tindakan menangkap ikan dengan cara yang tidak 
dibenarkan oleh UU atau peraturan lainya. Hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku 
tersebut harus mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan agar tidak mengulangi 
perbuatanya lagi dimasa mendatang. 
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A. Latar Belakang 
Karunia Tuhan Yang Maha Esa Kepada Bangsa Indonesia,  
pegunungan yang sejuk karena di tumbuhi pepohonan, binatang-binatang di 
hutan, burung-burung berkicau pada pagi hari, pantai yang luas indah,  
kehidupan di laut seperti, ikan, tumbu karang dan kehidupan yang lainya. 
Matahari sepanjang tahun terbit pada pagi hari, terbenam sore hari, semua 
karunia Tuhan Yang Maha Esa Kepada Bangsa Indonesia. Karunia tersebut 
agar dapat dinikmati generasi mendatang maka harus di lestarikan, harus di 
pertahankan atau di tingkatkan.1 
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 
keadaan dan mahkluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 
mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta 
mahkluk hidup lain. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu 
untuk melestarikan fungsi lingkungan yang meliputi kebijaksanaan penataan, 
pemanfaatan, pengembangan pemeliharaan, pemulihan pengawasan, dan 
pengendalian hidup.2 
                                                             
1 Leden Marpaung, Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 1997), 7. 
2Syamsul Arifin,”Strategi untuk Mengurangi Kerusakaan Lingkungan “,Jurnal Arsitektur 
“ASTRUM”, 01(April,2015), 28. 


































Indoseia juga memiliki hak pengelolaan dan pemanfaatan ikan di 
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sekitar 2,7 juta km². Selain itu, Indonesia 
juga memiliki luas perairan umum atau perairan tawar kurang lebih 54 juta 
ha, yang terdiri atas sungai, danau, waduk, rawa-rawa, dan genangan air 
lainya. Potensi perikanan Indonesia laut dan perairan umum/tawar di 
perkirakan mencapai 65 juta ton/tahunyang nilainya di perkirakan mencapai 
82.064 juta dolar AS.3 
Laut kita yang begitu luas beserta kekayaan alaminya memiliki 
berbagai fungsi penting sebagai penyangga kehidupan dan untuk 
dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan 
hidupnya, baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Laut 
Indonesia yang kaya sumber kekayaan alami hayati (biota laut) dan sumber 
kekayaan alam non-hayati (minyak dan gas bumi, garam, energi gelombang, 
OTEC dan bahan-bahan mineral) dapat dimanfatkan untuk mengembangkan 
industri berbasis sumber daya kelautan. 
Dengan potensi yang begitu besar, sumber daya perikanan merupakan 
salah satu sector yang dapat diandalkan bagi pembangunan bangsa dan 
Negara. Namun, angka-angka di atas seakan “bias” dan tidak menunjukan 
kenyataan yang sebenarnya. Selain pemanfaatan sumber daya perikanan, 
Indonesia pun menemui sejumlah persoalan serius, misalnya, dalam hal 
produksi Indonesia jauh di bawah Negara – Negara tetangga yang luas 
                                                             
3 Gufron M,”Budi Daya Perairan Buku Kesatu”,(Jakarta;citra aditya bakti 2012),20 


































lautnya lebih kecil, volume ekspor lebih rendah dan cenderung menurun, 
tingkat kosumsi ikan masyarakat Indonesia masih rendah, serta 
ketidakmampuan melindungi sumber daya perikanan sehingga menjadi lahan 
subur pencurian (illegal fishing).4 
Dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 atas perubhan dari UU Nomer 31 
Tahun 2004 tentang Perikanan, definisi perikanan adalah semua kegiatan 
yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfatan sember daya ikan dan 
lingkungan, mulai dari pra produksi, produksi, pengelolaan sampai pemasaran 
yang dilaksanakan dala suatu system bisnid perikanan.5 
 Berbagai peraturan nasional, mulai dari undang-undang sampai 
peraturan mentri ditetapkan dan berbagai konvensi internasional disahkan 
oleh pemerintah Indonesia tetapi permasalahan dibidang perikanan belum 
bisa dapat diatasi. Sumber daya ikan semakin berkurang, kehidupan nelayan 
masih rendah, lingkungan laut rusak akibat praktik-praktik penangkapan ikan 
yang merusak ekosistem terumbu karang. Ditambah lagi dengan kapal-kapal 
asing yang melakukan panangkapan secara Illegal.6 
Penangkapan ikan secara Illegal atau Illegal fishing di wilayah 
perairan Indonesia semakin marak terjadi, para pelaku menggunakan kapal 
besar dan peralatan tangakap yang merusak lingkungan. Rata- rata setiap 
tahun kementrian kelautan dan prikanan (KKP) menangkap sebanyak 135 
                                                             
4 Marhaeni ria Siombo, “Hukum Perikanan Nasional dan Internasiona”l,(Jakarta PT Grahamedia 
Pustaka utama 2015) 7 
5 Undang-Undang Republik Indonesia No 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang  No 31 
Tahun 2004 tentang Perikanan 
6 Arif satria, “politik kelautan dan perikanan”, (Jakarta;yayasan pustaka obarindonesia 2016) 50 


































kapal. Permasalahan-permasalahan tersebut di antaranya adalah mengancam 
kelestarian stok ikan nasional maupun regional serta kerusakan ekosistem 
laut dan juga mendorong hilangnya rantai sumberdaya perikanan.7 
Pencurian ikan oleh kapal-kapal asing di wilayah perairan Indonesia 
sudah pada taraf yang menghawatirkan. Bukan hanya masalah kedaulatan 
wilayah yang diobrak abrik, namun lebih dari itu kerugian ekonomi 
(economic loss) yang diderita juga sangat besar. Departeman kelautan dan 
perikanan memeperkirakan kerugian sekitar Rp 16,6 trilyiun dialami oleh 
Negara karena pencurian ikan oleh kapal asing tersebut. Kerugian ini 
sebetulnya belum termasuk future loss yang diakibatkan oleh menurunya 
kemampuan sumber daya ikan untuk menghasilkan rente ekonomi di masa 
mendatang.8 




Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Rum ayat 41-42 
                                                             
7 Ahmad Fauzi, “kebijakan perikanan dan kelautan;isu,sintesis, dan gagasan”, (Jakarta;PT grahamedia 
pustka utama 2008) 35 
8 Ibid. 20 


































 ُۡمهَّلََعل ْاُولِمَع يِذَّلٱ َضَۡعب ُمَهقيُِذِيل ِساَّنلٱ يِدَۡيأ َۡتبَسَك اَمِب ِرَۡحبۡلٱَو َِّربۡلٱ ِيف ُداََسفۡلٱ ََرهَظ
 َنوُعِجَۡري١٤  ُمهَُرثَۡكأ َناَك ُُۚلَۡبق نِم َنيِذَّلٱ َُةِبق ََٰع َناَك َفۡيَك ْاوُُرظنَٱف ِضَۡرۡلۡٱ ِيف ْاوُريِس ُۡلق
 َنيِكِرۡش ُّم١٤  
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 
perbuatan tangan manusia;Allah menghendaki agar mereka mersakan 
sebagian dari (akibat) perbuatan meraka, agar mereka kembali 
(kejalan yang benar). Katakanla (Muhammad), “berpegianlah di bumi 
lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan 
dari mereka adalah orang-orang yang mempersukutan (Allah).” (Q.S. 
Ar Rum (30) :41-429 
 
Dari ayat di atas terlihat jelas bahwa Allah SWT melarang hambanya 
melakukan kerusakan dimuka bumi dan di laut. Tindakan penangkapan ikan 
secara terus menerus dan menggunakn alat yang merusak lingkuan laut dapat 
dikategorikan tindak pidana (jinayah) apabila perbuatan tersebut memenuhi 
unsur-unsur pidana. Sebagaimana dalam hukum islam terdapat tiga unsur 
yang harus dipenuhi apabila perbuatan perbuatan seseorang dapat di 
kategorikan tindak pidana. 
Pertama adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu 
dan ada ancaman hukuman bagi pelakunya. 
Kedua adanya perbuatan yang benrbentuk jarimah, yang dalam hal ini 
adalah penangkapan ikan secara terus menerus dan menggunakn alat yang 
merusak lingkuan laut. 
                                                             
9 Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan terjemah,89 


































Ketiga adanya pelaku tindak pidana tersebut, yakni orang yang 
mukallaf (cakap hukum) yaitu orang yang di mintai pertanggung 
jawabanya.10 
Kelemahan aparat penegak hukum dalam menangani kasus illegal 
fishing serta sanksi hukuman yang dinilai masih ringan dirasakan sebagai 
penyebab maraknya kasus illegal fishing yang masih banyak terjadi di 
perairan Indonesia. Sebagai contoh kasus yang pernah dipersidangakan di 
Pengadilan Negri Ambon tentang tindak pidana melakukan penangkapan 
ikan tanpa memiliki surat izin penangkapan ikan yang dilakukan oleh Fadlan 
Latuku sebagia nahkoda kapal KM.Sino 26 pada Tahun 2015 yang secara sah 
terbukti dan menyakinkan bersalah. Tindak pidana tersebut dikategorikan 
sebagai tindak pidana khusus yang berhubungan dengan illegal fishing. 
Berdasarkan dari pemaparan di atas. Maka penulis ingin lebih jauh 
memaparkan bagaimana hukum illegal fishing yang dilakukan oleh Kapal 
KM.Sino 26 dipandang dari sudut hukum pidana positif dan hukum pidana 
Islam dengan hal tersebut maka penulis bermaksud untuk menulis dan 
menyusun skripsi dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Illegal 
Fishing dengan Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (Studi putusan 
No 05/Pen/Pid.Sus/2015/Pn.Amb. 
                                                             
10 Dzajuli. fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2000. 12 


































Dengan harapan skripsi ini dapat membantu kepedulian dan kepekaan 
terhadap hak-hak seseorang untuk hidup tanpa mengabaikan kepekaan 
aturan-aturan hukum yang sudah diatur di dalam kitab Undang-Undang 
Perikanan, maupun yang telah diatur dalam pidanaa Islam sehingga dapat 
diketahui perbandingan antar hukum Islam dan hukum posistif atau Undang-
Undang Perikanan yang berlaku di Indonesia dalam menegakkan dan 
menciptakan keadilan di tengah masyarakat khususnya yang menyangkut 
tindak pidana illegal fishing yang dilakukan oleh orang-orang yang telah 
mengabaikan aturan yang sudah ada. 
 
B. Identifikasi masalah dan batasan masalah 
1. Identifikasi masalah 
Dari uraian latar belakang di atas maka teridentifikasi beberapa 
masalah sebagai berikut: 
a. Penangkapan ikan dengan mengoperasikan kapal berbendera 
Indonesia tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi 
Eksklusif Indonesia (ZEEI). 
b. Akibat yang ditimbulkan dari adanya penangkapan ikan dengan 
mengoperasikan kapal berbendera Indonesia tanpa Surat Izin 
Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 
(ZEEI) bagi Indonesia. 


































c. Penangkapan Ikan  yang di lakukan Oleh Pelaku menurut hukum 
Islam dan undang – undang tentang perikanan. 
d. Sanksi tindak pidana menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal 
berbendera Indonesia tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di 
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). 
e. Dasar hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Ambo nNomor 
05/Pen/Pid.Sus/2015/PN.Amb. 
2. Batasan Masalah 
Dari identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi ruang 
lingkup permasalahan yang hendak di kaji atau di teliti yaitu seputar : 
a. Dasar hukum hakim memutus sanksi pidana illegal fishing terhadap 
putusan 05/Pen.Pid.Sus/2015/PN.amb.  
b. Analisis hukum pidana Islam terhadap illegal fishing yang dilakukan 
oleh pelaku dalam deriktorat putusan No.05/Pen.Pid.Sus/2015/ 
PN.amb. 
 
C. Rumusan masalah 
Berdasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasanya , maka 
dapat di rumuskan dalam permaslahan sebagai berikut : 


































1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi pelaku 
tindak pidana illegal fishing dengan tidak memiliki surat izin 
penangkapan ikan No. 05/Pen.Pid.Sus/2015/PN.amb. ? 
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaku 
tindak  illegal fishing dengan tidak memiliki surat izin penangkapan ikan 
No. 05/Pen.Pid.Sus/2015/PN.amb. ? 
 
D. Kajian pustaka  
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian penelitian 
yang sudah pernah dilaakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga 
terlihat lebih jelas bahwa kajian yang akaan di lakukan tidak merupakan 
pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada penulis telah 
melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan terhadap sanksi 
pencemaran lingkungan, namun skripsi yang penulis bahas ini sangat berbeda 
dari skripsi yang ada. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul yang ada 
walaupun memiliki kesamaan tema, tetapi beberapa skripsi yang mempunyai 
bahasan dalam satu tema yang peneliti jumpai antara lain : 
1. Skripsi yang berjudul Penegakan hukum tindak pidan illegal fishing di 
Indonesia (studi kasus penyalahgunaan metode tangkapan dengan 
bahan peledak  di wilayah perairan kabupaten alor) menurut 
keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan 
Ikan yang Menggunakan Jaring Trawl dan  Undang-undang Nomor 45 


































Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 2004 tentang perikanan yang di tulis oleh Zulkifli Koho 
jurusan Ilmu Hukum fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 
Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015 dalam karyanya penulis 
memuat bagaimana keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 1980 
tentang Penghapusan Ikan yang Menggunakan Jaring Trawl 
memandang Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
perikanan.11 
2. Skripsi yang berjudul Tindakan Penegakan Hukum Terhadap Kapal 
Asing yang Melakukan Illegal Fishing di Wilayah Pengelolaan 
Perikanan indonesia menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 
tentang pelayaran dan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
perikanan yang ditulis Belardo prasetya megajaya jurusan ilmu hukum 
fakultas hukum Universitas Lampung tahun 2016 dalam karyanya 
penulis memuat bagaiamana Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 
tentang pelayaran dan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 
                                                             
11Zulkifli Koho “Penegakan Hukum Tindak Pidan Illegal Fishing di Indonesia (Studi Kasus 
Penyalahgunaan Metode Tangkapan dengan Bahan Peledak  Di Wilayah Perairan Kabupaten Alor” 
(‘’Skripsi’’-- Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015) 


































perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang   
perikanan.12 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian adalah hal-hal yang hendak di capai dalam suatu 
penelitian. Tujuan peneletian akan memberikan arah dalam pelaksanaan 
penelitian. Adapun tujuan dari penelitian penulis yaitu : 
1. Untuk mengetahui tentang hukuman tindak pidana Illegal Fishing dalam 
hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia. 
2. Menganalisis putusan dan pertimbangan hukum tentang tindak pidana 
Illegal Fishing putusan no 05/pen.Pid.Sus/2015/PN.Amb.  
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya 
dalam dua aspek, yaitu: 
1. Manfaat teoritis 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan 
penelitian terhadaap hukum, yang mampu memperkaya khazanah ilmu 
hukum. Selain itu, manfaat penelitian ini adalah untuk memperluas 
cakupan tindak pidana (jarimah) dalam hukum pidana Islam. 
2. Manfaat praktis 
                                                             
12Belardo Prasetya “Tindakan Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal 
Fishing Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia’’ (“Skripsi”-- Universitas Lampung 2016) 


































Penelitian ini mampu memberikan solusi alternatif dalam 
memberikan penjelasan bagaimana dalam hukum pidana Islam dan hukum 
pidana Indonesia terhadap tindak pidana illegal fishing. 
 
G. Definisi Operasional 
Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembasan maka perlu 
adanya pendifisian tehadap judul yang bersifat opersional di dalam penulisan 
skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuanya. 
Sehingga tidak ada kesalahan pahaman dalam memahami maksut yang 
terkadung. 
Adapun judul skripsi adalah: Analisis Hukum Pidana Islam dan 
Hukum Positif terhadap Illegal Fishing dengan Tidak Memiliki Surat Izin 
Penangkapan Ikan (Studi Kasus No 05/Pen/Pid.Sus/2015/Pn.Amb dan agar 
tidak jadi kesalah pahaman di dalam memahami judul skripsi ini maka perlu 
penulis menguraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut : 
1. Hukum Pidana Islam di sebut dengan fikih jinayah yaitu ketentuan-
ketentuan atau aturan-aturan yang sudah ada nashnya dan ketentuannya 
apabila kita melanggarnya mendapatkan hukuman atau jarimah. 
2. Illegal Fishing adalah suatu kegiatan untuk memperolah ikan di perairan 
yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, 
termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, 


































menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau 
membiakkan.13 
 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 
mengumpulkan data penelitiannya.14 Jenis penelitian ini menggunakan 
pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan 
bahan hukum utama, menelaah beberapa hal-hal yang bersifat teoritis yang 
menyangkut asas hukum, konsepsi hukum, pandangan, doktrin hukum, 
peraturan hukum serta sistem hukum yang berkenaan dengan skripsi yang 
sedang dibahas.15 
Agar dalam penyusunan skripsi ini mencapai hasil yang maksimal, 
metode dalam penulisannya yaitu : 
1. Jenis Penelitan 
Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan 
(library resaerch) yaitu objek utamanya adalah Putusan No 05/Pen/Pid. 
Sus/2015/Pn.Amb, jenis penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan 
menelusuri yang berkaitan dengan persoalan yang dikaji oleh penulis 
                                                             
13 Pasal 1 ayat 5 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan 
14Suharsini Arikunnto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Cet 13, (Jakarta: PT. Rineka 
Cipta, 2006), 160. 
15 Ibid, 36. 


































sehingga penulis dapat memahami, mencermati dan menganalisa 
berdasarkan data yang di peroleh tersebut.16 
2. Data yang dikumpulkan 
Data yang dikumpulkan adalah data yang diambil dari Putusan 
Pengadilan Negeri Ambon No.05 /pen.Pid.Sus/2015/Pn.Amb. 
3. Sumber Data 
Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data yang digunakan 
menggunakan data sekunder, yakni data yang digunakan untuk 
menganalisa melalui literatur dan studi pustaka yang sesuai dengan 
kebutuhan data tersebut.17 
Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari : 
a. Sumber primer  
Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh secara 
langsung dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini bersumber data 
tindak pidana Illegal Fishing analisa direktori putusan nomor 
05/pen.Pid.Sus/2015/Pn.Amb. 
b. Sumber data Sekunder 
Data yang digunakan peneliti sebagai dokumen yang dijadikan 
sebagai adanya penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari buku-
                                                             
16 Soerjono Sukanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2009), 13. 
17 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2012), 1. 


































buku, majalah, jurnal, dokumentasi dan lain-lain yang terkait dengan 
penyusunan skripsi ini. Diantanya: 
1) Perlengkapan Kapal KM.Sino 26 berupa Alat Penangkap ikan Pukat 
Ikan. 
2) Dokumen-Dokumen Kapal KM. Sino 26. 
3) Tanda Barcode No. E 038233 1 lembar. 
4) Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. D 048756 1 lembar. 
5) SIPI No. 26.14.0001.64.445592 1 lembar. 
6) Fotocopy  Surat  Izin  Usaha  Perikanan 01.08.02.0194.5565, 2 lembar; 
7) Check List Kelengkapan Dokumen Kapal Berangkat ke Perairan 1 
lembar. 
8) Surat Ukur InternasionalRepub(1969) 1 lembar. 
9) Surat Keterangan Aktvasi Transmiter 1 lembar. 
10) Surat Persetujuan Berlayar No. KL/208/12/08/POS.NGI-14 3 lembar. 
11) Izin Stasiun Radio Kapal Laut No. 3918/L/SDPPI/2014 1 lembar. 
12) Fotocopy Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut 
Khusus(SIOPSUS)  2 lembar; 
 
4. Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data menurut skripsi ini meliputi: 


































a. Teknik Dokumentasi, yaitu teknik mencari data dalam hal ini Direktori 
Putusan Pengadilan Negri Ambon Nomor. 05 / pen/ Pid.Sus/ 2015/ 
PN.Amb. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang dasar 
hakim tentang putusan tindak pidana Illegal Fishing. 
b. Teknik Pustaka, yaitu teknik menggali data dengan cara menelaah 
buku-buku dan literatur-literatur. Teknik ini digunakan untuk 
memperoleh data teori tentang hukuman. 
5. Teknik Pengelolahan Data 
Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka peneliti 
menggunakan teknik-teknik berikut ini:18 
a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama 
dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara 
yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini penulis akan memeriksa 
kembali kelengkapan putusan Nomor 05/Pen/Pid.Sus/2015/PN.Amb 
kejelasan makna tentang hukuman bagi pelaku Illegal fishing dan 
kesesuain data-data dari kepustakaan. 
b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh 
dalam kerangka paparan yang sudah dirancanakan yang tersusun pada 
bab III tentang tindak pidana Illegal fishing serta pertimbangan hakim 
dalam memutuskan hukuman bagi pelaku (putusan Nomor.  
05/Pen/Pid.Sus/2015/PN.Amb). 
                                                             
18 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 72. 


































c. Analyzing, yaitu analisis dari data yang telah dideskripsikan pada bab 
III dan menganalisa pada bab IV dalam rangka untuk menunjang bahasa 
atas proses menjawab permasalahan yang telah dipaparkan di dalam 
rumusan masalah. 
6. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis 
catatan hasil penelitian sesuai dengan arah studi yang telah dipilih oleh 
penulis, teknik analisis data yang digunakan berupa metode deskriptif 
analisis yaitu suatu teknik yang dipergunakan dengan cara memberikan 
gambaran umum terhadap maslah yang dibahas dengan menyusun fakta 
sedemikian rupa sehingga membentuk suatu masalah yang dapat dipahami 
dengan mudah.19 Dalam hal penelitian ingin penulis menggunakan metode 
deskriptif analisis dengan pola piker deduktif. Dimana penulis akan 
mendeskrisipkan fakta-fakta secara nyata dan apa adanya sesuai dengan 
obyek kajian dalam penelitian yntuk memperoleh data yang sedetail 
mungkin dengan mempaparkan data yang diperoleh secara umum untuk 
ditarik kesimpulan secara khusus dengan melakukan pembacan dan analisa 
data terhadap sumber-sumber data yang di peroleh. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
                                                             
19 Consuelo G.Savella, Pengantar Metode Penelitian (Jakarta: UI Press, 1993), 71. 


































Dalam menyusun skripsi yang berjudul Analisis Hukum Pidana Islam 
Terhadap Illegal Fishing Dengan Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan 
Ikan (Studi putusan No 05/Pen/Pid.Sus/2015/Pn.Amb”di perlukan adanya  
Sistematika pembahasan, sehingga bertujuan agar penyusun skripsi terarah 
sesuai dengan  bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan, dalam 
skripsi ini di bagi menjadi lima bab, dari lima bab terdiri dari beberapa sub-
sub, dimana antara satu dengan yang lainya saling berhubungan sebagai 
pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut: 
Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang 
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode 
penelitian, dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua adalah berisi tentang landasan teori yang akan 
memaparkan tentang tinjauan umum Illegal fishing dalam hukum pidana 
Islam dan berdasarkan hukum pidana indonesia. Dalam bab ini berisi tentang 
pengertian dan landasan hukum terkait Illegal fishing.  
Bab ketiga merupakan pembahasan mengenai data pertimbangan 
dasar hukum hakim. Data diperoleh dari proses meneliti data-data dari 
Direktori Putusan Pengadilan Negeri Ambon  mengenai Direktori putusan 
pengadilan negeri Ambon Nomor 05/Pen/Pid.Sus/2015/PN.Amb tentang 
illegal fishing yang di lakukan oleh nahkoda kapal KM. Sino 26. 


































Bab keempat adalah merupakan analisa hukum pidana Islam dan 
hukum  pidana Indonesia terhadap tindak pidana Illegal fishing yang terdapat 
didalam Direktori putusan Nomor 05/Pen/Pid.Sus/2015/PN.Amb. 
Bab Kelima adalah merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang 
merupakan jawaban dari pokok masalah yang telah dianalisis pada bab-bab 
sebelumnya. Dan dalam bab ini juga berisikan saran-saran yang berguna 





























































ILLEGAL FISHING DENGAN TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN 
PENANGKAPAN IKAN DAN HUKUM TA’ZIR 
 
A. Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (Illegal Fishing) 
Menurut Divera Wicaksono, tindak pidana penangkapan ikan secara 
illegal atau yang dikenal dengan Illegal Fishing adalah memakai Surat 
Pengkapan Ikan (SPI) palsu, tidak di lengkapi dengan Surat Izin Penangkapan 
Ikan (SIPI), isi dokumen tidak sesuai dengan kapal dan jenis alat tangkapnya, 
menangkap jenis dan ukuran ikan yang dilarang.20 Selain itu bisa diartikan 
sebagai tindak pidana dengan melakukan penangkapan ikan yang bertentangan 
atau tidak sesuai dengan rumusan Undang-Undang, diantaranya adalah UU No. 
9 Tahun 1985 di ubah dengan UU No. 31 Tahun 2004 diubah dengan UU No. 45 
Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainya. 
Berdasarkan terjemahan kamus The Contemporary English Indonesian 
Dictionary bahwa, "Illegal" artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan 
hukum. "Fish" artinya ikan atau daging ikan dan "Fishing" artinya penangkapan 
ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan 
pengertian secara harafiah tersebut dapat dikatakan bahwa "Illegal Fishing" 
                                                             
20 Divera Wicaksono, Menutup Celah Pencuri Ikan, (Jakarta: Majalah Mingguan Pilars, Edisi 16-22 
Februari, 2004), 8. 


































menurut bahasa Indonesia sendiri berarti menangkap ikan atau kegiatan 
perikanan yang dilakukan secara tidak sah.21 
Dalam peraturan perundang-undangan kelautan, terutama menyangkut 
bidang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi “kejahatan” dan 
“pelanggaran”. Namun, baik dalam kejahatan maupun pelanggaran tidak 
terdapat istilah Illegal fishing. 
Istilah ini terdapat dalam penjelasan Pasal 1 ayat (5) UU No 45 Tahun 
2009 perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yakni: 
“ kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan 
dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang 
menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, 
menangani, mengolah, dan/atau mengawetkanya”.22 
Kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum paling umum terjadi 
di WPP-RI adalah pencurian ikan oleh kapal yang tidak mememiliki surat izin 
penangkapan ikan, khususnya dari beberapa kapal berbendera asing maupun 
berbendera indonesia, dengan wilayah operasi bukan hanya perairan ZEEI, 
melainkan masuk sampai ke Perairan Indonesia. Untuk pencurian ikan, 
ketentuan pidananya berada pada Pasal 93 ayat (1): 
“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal 
penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di 
wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau di laut lepas, 
                                                             
21Peter Salim, The Contemporary English Indonesian Dictionary, (Jakarta: Modern English Press, 
2003), 65. 
22 Nunung Mahmudah, Illegal Fishing, Cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 97-98. 


































yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling 
banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)." 
Bilamana  dicermati  Undang-Undang  No. 31 Tahun 2004 Tentang 
Perikanan yang telah  diubah dengan Unmdang-Undang No. 45 Tahun 2009 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tentang Perikanan, maka 
undang-undang perikanan tersebut termasuk ruang lingkup hukum 
administrasi, hal ini antara lain terlihat ketentuan yang bersifat 
administratif.23 
Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang  No. 31 Tahun 2004 Tentang 
Perikanan menyebutkan 
“Setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, 
pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di 
wilayah pengelolaan  perikanan Republik  Indonesia wajib memiliki 
SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)”.  
Pasal 26 ayat (2) nya menyebutkan : 
“Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak 
berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil”. 
Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2004menyebutkan : 
“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal 
penangkap ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk 
melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan 
                                                             
23 Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana, Penerbit Alumni Bandung 2010, 159 


































Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI (Surat Izin 
Penangkapan Ikan)”. 
Pasal 27 ayat (2) menyebutkan : 
“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal 
penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan 
penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik 
Indonesia wajib memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)”. 
Pasal 28 ayat (1) nya menyebutkan : 
“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal 
pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia 
wajib memiliki SIKPI(Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan)”. 
Walaupun sudah ada aturan-aturan tersebut tidaklah serta merta setiap 
orang akan mentaatinya, acapkali terjadi pelanggaran-pelanggaran atas 
ketentuan-ketentuan tersebut. Untuk penguatan dan pentaatan berlakunya 
ketentuan-ketentuan yang bersifat administrasi tersebut maka dalam 
Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 31Tahun 2004 Tentang Perikanan dimuat ancaman pidana yang 
merupakan suatu kebijakan dalam hukum pidana (penal policy). Sudarto 
menyatakan :“Penal policy” merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-
peraturan pidana yang baik, yang sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu 
dan untuk masa yang akan datang.24 
                                                             
24 Ibid. 20 


































1. Syarat melakukan penangkapan ikan 
Syarat untuk kapal melakukan penangkapan ikan yang harus 
terpenuhi agar menjadi legal, maka harus sesuai dengan (Pasal 1 ayat 16) 
sampai dengan ayat (18) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.25 
a. Adanya Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), yaitu izin tertulis yang 
harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha 
perikanan degan menggunakan sarana prouksi yang tercantum dalam 
izin tersebut. 
b. Adanya Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), yaitu surat izin 
tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan 
pengangkutan ikan. 
c. Adanya Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), yakni izin tertulis yang 
harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan penangkapan 
ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.  
Sesuai dengan Pasal 27 ayat (1):  
“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal 
penangkap ikan berbendera indonesia yang digunakan untuk 
melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI.”26 
Dari penjelasan diatas, dalam melakukan kegiatan perikanan 
atau penangkapan ikan harus mendapat izin terlebih dahulu dari 
                                                             
25Akhmad Solihin, Pemberantasan Illegal Fishing Menurut Hukum Internasional dan 
Implementasinya Dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional,tesis, Universitas Padjadjaran, 
Bandung, 2008, 163. 
26 Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. 


































pihak yang berwenang, dan peralatan yang digunakan harus sesuai 
dengan syarat yang ada dalam peraturan perundang-undangan 
perikanan Indonesia yang telah ditentukan agar dalam penangkapan 
ikan tersebut tidak mengganggu habitat yang lain. Bentuk-bentuk 
kegiatan illegal fishing yang umumnya terjadi di wilayah perairan 
Indonesia diantaranya yaitu:  
1) penangkapan ikan tanpa izin. 
2) penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu. 
3) penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap 
terlarang, 
4) Penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan daerah tangkapan 
yang tercantum dalam surat izin penangkapan ikan. 
2. Batas-Batas Perairan Indonesia 
Dalam perairan Indonesia terdapat beberapa batas-batas yang harus 
diketahui yaitu Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Laut 
Teritorial, laut lepas, dan landas kontinen. Yang dimaksud laut teritorial 
yaitu laut yang terletak di sisi luar garis pangkal yang tidak melebihi lebar 
12 mil laut diukur dari garis pangkal. 
Sesuai Pasal 1 ayat (22) UU No. 45 Tahun 2009 laut lepas menurut 
hasil dari konvensi Jenewa yaitu segala perairan yang terletak diluar, tapi 
bersambungan dengan laut Teritorial negara pantai. Secara sistematis 
dapat dikatakan bahwa bagian laut dihadapan suatu negara pantai adalah 


































sebagai laut lepas, apabila lebar dari laut tersebut melebihi dari jumlah 
batas laut teritorial dari negara pantai yang porsi geografisnya berhadapan 
atau yang menegelilingi perairan laut dihadapanya. 
Selanjutnya wilayah atau daerah dibawah laut atau dasar laut 
disebut dengan landas kontinen atau dengan kata lain dasar laut beserta 
tanah dibawahnya diluar perairan wilayah Republik Indonesia sampai 
kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan 
eksplorasi dan eksploitasi alam. 
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) secara umum dapat 
didefinisikan sebagai jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial 
Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang 
berlaku tentang perairan Indonesia meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, 
dan air diatasnya dengan batas terluar 200 mil laut yang diukur dari garis 
pangkal laut teritorial Indonesia. 
3. Sanksi Hukum Illegal Fishing 
Hukum Indonesia menganut hukuman dan sanksi yang beragam bagi  
setiap  pelaku  kejahatan,  sesuai  dengan  kadar  kejahatan  yang 
dilakukanya, diantaranya. 
a. Pidana Penjara 
Sanksi pidana penjara dapat dipidanakan kepada pelaku yang 
melakukan perbuatan yang dilarang oleh UU. Seperti Nahkoda 
pemimpin kapal perikanan, ataupun setiap orang yang dengan sengaja 


































mengoperasikan kapal baik berbendera Indonesia atau berbendera 
asing yang bertujuan untuk melakukan usaha penangkapan ikan 
dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak,  atau  apapun  
yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan 
lingkungan laut. 
b. Pidana denda 
Pidana denda dimaksudkan sebagai pidana untuk mendapatkan 
tujuan dari pemidanaan yaitu berupa pencegahanperbuatan kejahatan 
dan mengembalikan kerugian yang telah diderita oleh negara sebagai  
pihak yang dirugikan secara langsung oleh kejahatan Illegal Fishing 
tersebut. didalam UU No 45 Tahun 2004 pidana denda merupaka 
pidana tambahan yang melekat dari setiap sanksi pidana penjara yang 
dibebankan kepada pelaku Illegal Fishing, sehingga setiap pasal yang 
menyebutkan pidana penjara pastilah ditambahkan pidana denda.27 
c. Penyitaan 
Sanksi berupa penyitaan adalah sanksi tambahan yang 
dibebankan kepada pelaku Illegal Fishing yaitu berupa penyitaan 
kapal dan  peralatan  penangkapan  ikan,  dan  perampasan  hasil 
tangkapan oleh pengadilan sebagai barang bukti. 
d. Pencabutan izin 
                                                             
27 Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: 
SinarGrafika, 2007). 8. 


































Sanksi yang dibebankan kepada orang yang memiliki ataupun 
mengoperasikan kapal penangkapn atau pengangkut ikan yang tidak 
melakukan bongkar muat ikan tangkapan dipelabuhan perikanan, 
sehingga dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap UU Perikanan. 
Seprti dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan 
izizn, dan akhirnya pencabutan izin.28 
 
B. Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (Illegal 
Fishing) Prespektif Hukum Pidana Islam 
Menurut terminologi hukum Islam, jari>mah diartikan sebagai 
perbuatan–perbuatan yang dilarang oleh menurut syara’ dan ditentukan 
hukumannya oleh Tuhan, baik dalam bentuk sanksi–sanksi yang sudah jelas 
ketentuannya (h{ad{) maupun sanksi–sanksi yang belum jelas ketentuannya 
oleh Tuhan (ta’zi>r).29 
Suatu perbuatan dapat dinamai suatu jari>mah (tindak pidana, 
peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan 
kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau 
jiwa), harta benda, keamanan, atau aturan masyarakat, nama baik, perasaan 
atau hal-hal yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. 
Artinya, jari>mah adalah dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan 
kepada pihak lain, baik berbentuk material (jasad, nyawa atau harta benda) 
                                                             
28 Pasal 41 ayat (4) 
29 Wikipedia, “Jarimah”, https://id.wikipedia.org/wiki/Jarimah diakses pada 10 Juni 2016. 


































maupun yang berbentuk non materi atau gabungan non fisik seperti 
ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.30 
Menurut Djazuli, jari>mah memiliki unsur khusus dan umum. Unsur 
umum jari>mah adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis jari>mah, 
sedangkan unsur khusus jari>mah adalah unsur-unsur yang hanya terdapat 
pada jenis jari>mah tertentu dan tidak terdapat pada jenis jari>mah yang lain. 
Unsur umum jari>mah tersebut seperti yang telah dikemukakan oleh 
Abd. Al Qadir Audah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi: 
1) Unsur formal atau al-rukn al-syar’iy 
Ketentuan shara’ atau nass yang menyatakan bahwa perbuatan 
yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan 
sebagai sesuatu yang dapat dihukum, atau adanya nass (ayat) yang 
mengancam hukuman terhadap perbuatan yang dimaksud.31 
2) Unsur materiil atau al-rukn al-madi  
Perilaku yang membentuk jari>mah, baik berupa perbuatan 
ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan 
hukum.32 
3) Unsur moril atau al-rukn al-adaby 
Unsur ini disebut juga al-mas’uliyyah al-Jinayah atau 
penanggung jawaban pidana. Maksudnya adalah pembuat jari>mah 
                                                             
30 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 17. 
31 Dzajuli. fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2000.12 
32 Ibid. 12 


































atau pembuat tindak pidana atau delik haruslah orang yang dapat 
mempertanggung jawabkan perbuatannya. Itulah objek utama kajian 
fikih jinayah jika dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana atau 
arkan al-jari>mah. 
Menurut perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana oleh 
hukum Islam harus memenuhi semua unsur yang ditetapkan diatas. 
Selain unsur diatas juga dilihat dari unsur khusus yaitu unsur yang 
terdapat dalam suatu jari>mah yang tidak terdapat pada jari>mah  lain. 
Seperti mengambil harta orang lain tanpa sepengetahuan dalam 
jari>mah pencurian, dll.33 
1. Macam-macam jari>mah 
Adapun menurut Ulama Fiqih, pembagian dan macam-macam jari>mah 
bisa berbeda jika dilihat dari berbagai segi: 
a. jari>mah h{udu>d 
Segala bentuk tindak pidana yang telah ditentukan bentuk, 
jumlah dan ukuran hukumanya dan merupakan hak Allah SWT 
semata-mata. Maksudnya adalah bahwa apabila tindak pidana itu 
terbukti maka hukumanya tidak dapat digugurkan, baik atas 
permintaan korban tindak pidana secara pribadi maupun atas 
permintaan masyarakat. Oleh sebab itu pengguguran hukuman tidak 
berlaku dalam jari>mah h{udu>d. Tindak pidana yang masuk jari>mah 
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h{udu>d meliputi perzinaan, qazaf (menuduh zina), minum minman 
keras, pencurian, hirabah (perampokan), pemberontakan, dan 
murtad.34 
b. jari>mah qis}a>s}, Diyah 
Tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap 
jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai 
seseorang. qis}a>s}, adalah memberikan perlakuan yang sama kepada 
terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Diyah 
artinya ganti rugi dengan harta. jari>mah qis}a>s}, merupakan hak pribadi, 
artinya pihak korban bisa menggugurkan hukuman qis}a>s}, tersebut, 
baik melalui permaafan tanpa ganti rugi maupun dengan ganti rugi.35 
c. jari>mah ta’zir> 
Memberikan teguran atau ajaran terhadap seseorang yang 
bersalah, tetapi kesalahanya itu tidak mewajibkan hukuman hadd, dan 
hukumanya dilaksanakan waliyul amri (penguasa) dalam negara. 
Hukuman ta’zir> tidak ditentukan banyaknya, oleh sebab itu hakim 
boleh memilih hukuman yang pantas dijatuhkan. Biasanya hukuman 
ta’zir> mempunyai dua cabang, hakim noleh menjatuhka hukuman 
ta’zir>  dangan hukuman paling ringan ataupun sebaliknya.36 
                                                             
34 Imaning Yusuf, Fiqih Jinayah, (Palembang: Rafa Press, 2009), 28. 
35 Nurul Irfan dan Mayrofah, Fiqih Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 195. 
36 Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi’i, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 580. 


































Pengertian jarimah menurut syarak yang telah dikemukakan di 
atas, pada lahirnya agak berbeda dengan pengertian jari>mah atau 
tindak pidana menurut hukum positif dalam kaitan dengan masalah 
hukuman ta’zir >. Menurut hukum Islam hukuman ta’zir> adalah  
hukuman  yang  tidak tercantum ketentuannya dalam nash dan dalam 
al-Qur’an dan as-Sunnah, dengan ketentuan yang pasti dan terperinci. 
Hukuman ta’zir> dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dan 
menolak timbulnya bahaya. 
2. Lingkungan dalam prespektif Islam 
Dalam menegakkan kemaslahatan di dunia tidak dapat terlepaskan 
dari persoalan pemeliharaan lingkungan yang merupakan medan dimana 
manusia melaksanakan fungsi kekhalifahannya. Secara spesifik korelasi 
Al-Kulliyyat al-khamsah yang terkait dengan konservasi lingkungan 
diuraikan oleh Yusuf al-Qardawy sebagai berikut: 
a. Menjaga lingkungan sama dengan hifd al-di>n 
Segala usaha pemeliharaan lingkungan sama dengan menjaga 
agama, karena perbuatan dosa pencemaran lingkungan sama dengan 
menodai subtansi keberagamaan yang benar yang secara tidak 
langsung meniadakan eksistensi manusia sebagai khalifah fi al-ard. 
Oleh karena itu, manusia tidak boleh lupa bahwa ia diangkat sebagai 
khalifah karena kekuasaan Allah di atas bumi milik-Nya. 
Penyelewengan terhadap lingkungan secara implisit telah menodai 


































perintah Allah swt untuk menjaga dan memelihara alam dan 
lingkungan, membangun dan memperbaikinya serta melarang segala 
bentuk perbuatan yang dapat merusak dan membinasakannya, 
sebagaimana dalam QS. al-A’raf (7): 85: “Janganlah kamu berbuat 
kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik, itulah yang lebih 
baik bagimu jika kamu orang yang beriman”.37 
b. Menjaga lingkungan sama dengan Hifd Al-Nafs 
Menjaga lingkungan dan melestarikannya sama dengan 
menjaga jiwa, dalam artian perlindungan terhadap kehidupan psikis 
manusia dan keselamatan mereka. Rusak dan pencemaran lingkungan, 
serta eksploitasi berlebihan sumber daya lingkungan merupakan 
perusak terhadap prinsip-prinsip keseimbangannya yang 
mengakibatkan timbulnya ancaman dan bahaya bagi kehidupann 
manusia. Syariah Islam menaruh perhatian yang besar terhadap 
keberlangsungan kehidupan manusia. Begitu pentingnya menjaga 
jiwa, sehingga al-Qur’an menyatakan: “ barang siapa membunuh 
seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, 
atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-
                                                             
37 M. Hasan Ubaidillah, Fiqh al-Biah, (Formulasi Konsep al-Maqasid al-Shari’ah dalam Konservasi 
dan Restorasi Lingkungan), Al-Qānūn, Vol. 13, No. 1, Juni 2010. 39 


































akan dia telah membunuh manusia seluruhnya ”. Begitu juga 
sebaliknya.38 
c. Menjaga lingkungan sama dengan Hifd al- Nasl 
Menjaga lingkungan termasuk dalam kerangka menjaga 
keturunan, yaitu keberlangsungan hidup generasi manusia dimuka 
bumi. Perbuatan menyimpang terkait lingkungan hidup akan 
berakibat pada kesengsaraan generasi berikutnya. Upaya menjaga 
kesinambungan generasi tercermin dalam ajaran dan anjuran untuk 
bersatu dan bersaudara membangun solidaritas sesama Muslim yang 
teraplikasi secara konkrit dalam menjaga segala bentuk eksploitasi 
sumber-sumber rizki yang menjadi hak bagi generasi yang akan 
datang. Perbuatan eksploitasi yang berlebihan tersebut merupakan 
salah satu bentuk kezaliman yang harus di hindari.39 
d. Menjaga lingkungan sama dengan hifd al-‘aql 
Menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal, dalam artian 
bahwa beban taklif untuk menjaga lingkungan dikhitabkan untuk 
manusia yang berakal. Hanya orang yang tidak berakal saja yang 
tidak terbebani untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Upaya 
menjaga keberlangsungan hidup manusia tidak akan berjalan kecuali 
                                                             
38 Ibid. 40 
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kalau akalnya dijaga, sehingga apabila ada manusia yang melakukan 
pengerusakan terhadap lingkungan maka manusia tersebut telah 
kehilangan akalnya. 
e. Menjaga lingkungan sama dengan hifd al-mal  
Allah swt telah menjadikan harta sebagi bekal dalam 
kehidupan manusia di atas bumi. Harta bukan hanya uang, emas dan 
permata. Melainkan seluruh benda yang menjadi milik manusia dan 
segala macam bentuk usaha untuk memperolehnya. Maka bumi, 
pepohonan, binatang, air, udara serta seluruh yang ada di atas maupun 
didalam perut bumi adalah harta. Al-maqasid al-shari>’ah yang 
terformulasikan dalam alkulliyyat al-khamsah yang berupa menjaga 
harta (hifz al-mal) ini mempunyai tujuan menjaga harta dengan 
penjagaanterhadap sumber-sumbernya, menumbuh kembangkan 
produk-produknya, menyadarkan akibat dari perusakan kawasannya, 
serta pola pemerataan pada seluruh ummatmanusia. Dengan 
demikian, perusakan tehadap lingkungan dapat dipahami sebagai 
tindakan.40 
3. Hukuman Ta’zir> 
Menurut arti bahasa, lafaz ta’zir>  beasal dari kata menurut arti bahasa, 
lafadz ta’zir> ََّﺰع ر  yang sinonimnya:  َرَوَﻊََنم د  (yang artinya mencegah atau 
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menolak); َداَّ َب  (yang mendidik); artinya  َو َوقََمظَعَّ  atau mengagungkan 
artinya (yang menghormati);  َوََرَﺼنوَّ َاَوىاَع ََقن  (yang artinya membantu, 
menguatkan dan menolong). Dari pengertian keempat tersebut, yang 
paling relavan adalah pengertian pertama ( mencegah atau menolak). Akan 
tetapi menurut istilah imam al mawardi sebagaimana yang telah dikutip 
oleh M.Nurul Irfan menjelaskan bahwa ta’zir> adalah hukuman bagi tindak 
pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syarak yang bersifat 
mendidik. Maksud dari kata “mendidik” disini adalah untuk mencegah 
terjadinya maksiat pada masa yang akan datang. Wahbah Zuhaili 
mendefinisikan ta’zir> yang mirip dengan definisi Al Mawardi: Ta’zir> 
adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah 
yang tidak dikenakan hukuman (h{ad{) dan tidak pula kifarat.41 
Menurut  hukum  Islam  hukuman ta’zir> adalah  hukuman  yang  tidak 
tercantum ketentuannya dalam nash dan dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, 
dengan ketentuan yang pasti dan terperinci. Hukuman ta’zir> dimaksudkan 
untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya.42 
Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan 
umum maka perbuatan tersebut dianggap jari>mah dan pelaku dikenakan 
hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut tidak terdapat 
                                                             
41 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 248. 
42 M. Nurul Irfan dan Musyarofah, Fiqih Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 136. 


































unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut bukan 
jari>mah dan pelakunya tidak dikenakan hukuman. 43 
a. Dasar hukuman ta’zir> 
Ta’zir>  adalah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan 
dosa yang belum dutetapkan oleh syarak atau hukuman yang di 
serahkan kepada hakim dasar hukum ta’zir> adalah pertimbangan 
kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan. Dalam 
menetapkan jari>mah ta’zir> prinsip utama yang menjadi acuan 
penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi 
masyarakat dari kemadharatan. Di samping itu penegakan jari>mah 
ta’zir> harus sesuai dengan prinsip syar’i. Pada jari>mah ta’zir> al quran 
dan al hadis tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk 
jarimah maupun hukumannya.44 
Dasar hukum disyariatkannya saknsi bagi pelaku jari>mah  
ta’zir> adalah at – ta’zir> yadurru ma’a maslahah. Artinya hukuman 
ta’zir> didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap 
mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.45 
Dasar hukum disyariatkannya ta’zir> terdapat dalam beberapa 
hadist Nabi saw dan tindakan Sahabat seperti yang dikutip oleh 
                                                             
43 Ibnu Qayyim Al-jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),188. 
44 Jaih Mubarok, Kaidah-kaidah Fiqih Jinayah, (Bandung: Pustaka Bumi Quraisy, 2004), 14. 
45 Makhrus Munajat, Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Cakrawala, 
2006), 182-183. 


































Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya. Hadits-hadits tersebut antara 
lain sebagai berikut: 
نع  ﺰا نع ميﻜﺣ نباﰊ ﻦﻋ ّﺪﺟﻩ ,ّّنأ اّﻨﻟﱯ ﻰﻠﺻ ﷲ ﻪﻴﻠﻋ وّﻢﻠﺳ ﺲﺒﺣ ﰱ اﺔﻤﻬﺘﻟ (اورﻩ اﻮﺑ دواد و 
اﻟﱰﺬﻣي و اﺎﺴﻨﻟ ﻰﺋ اوﻰﻘﻬﻴﺒﻟ و ﻪﺤﻴﺤّﺻ اﳊﻢﻛﺎ) 
 
“Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw. 
menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan.” (HR. 
Abu Dawud, Turmudzi, Nasa‟i, dan Baihaqi serta dishahihkan oleh 
Hakim).46 
Secara umum hadist tersebut menjelaskan tentang eksistensi ta’zi>r 
dalam syariat Islam. Hadist ini menjelaskan tentang tindakan Nabi yang 
menahan seseorang  yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan 
untuk memudahkan penyelidikan.47 
Menurut Syarbini al-Khatib, bahwa ayat al-Quran yang dijadikan 
landasan adanya jari>mah ta’zi>r yang berkaitan dengan dengan perusakan 
adalah Quran surat QS. al-A’raaf: 85. 
Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. al-A’raaf: 85. 
                                                             
46 Abi Daud Sulaiman,Sunan Abi Daud bab Fi Jassi Fiddhaini Waghoirihi, (Beirut: Maktabah Asriyah 
t,t),  314. 
47 Zainnuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Bandung: Pustaka Setia, 2013),16. 


































 َٰىَِلإَو  ِمۡوَق ََٰي َلاَق ُۚاٗبۡيَعُش ُۡمهاََخأ َنَيۡدَم ْاوُُدبۡعٱ  َ َّللّٱ  ُهُرۡيَغ ٍه
ََِٰلإ ۡن ِّم مُﻜَل اَم ۥ  ْاُوفَۡوأَف  ۡمُﻜِّب َّر ن ِّم ٞةَنِّيَب مُﻜۡتَٓءاَج ۡدَق
 َلۡيَﻜۡلٱ  َو َناَﺰيِمۡلٱ  ْاوُسَخۡبَت َلََو َساَّنلٱ  ِيف ْاوُدِسُۡفت َلََو ُۡمهَٓءاَيَۡشأ َۡلۡٱ نِإ ۡمُﻜَّل ٞرۡيَخ ۡمُﻜِل
ََٰٰ  ُۚاَهِح ََٰل ۡ ِإ َدۡعَب ِضۡر
 َنِينِمۡؤ ُّم ُمتنُك٥٨  
Artinya: dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara 
mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali 
tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu 
bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan 
timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang 
takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di 
muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik 
bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".
48 
b. Macam-macam Hukuman Ta’zir> 
Hukuman ta’zir > adalah hukuman untuk jari>mah-jari>mah ta’zir >. 
Jari>mah ta’zir> jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua 
perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syara’ dan 
diserahkan kepada ulil al-amri untuk mengaturnya. Seperti yang telah 
kita ketahui, hukuman pokok pada setiap jari>mah hanya dijatuhkan 
apabila semua bukti secara meyakinkan dan tanpa adanya keraguan 
sedikitpun mengarah pada perbuatan tersebut. Oleh karena itu, apabila 
bukti-bukti kurang meyakinkan atau adanya keraguan (syubhat) 
menurut penilaian hakim, hukuman pokok tersebut tidak boleh 
                                                             
48 Depertemen Agama Republik Indonesia, al-Quran dan Terjemahan, (Surabaya: Duta Ilmu),738. 


































dijatuhkan. Kurangnya bukti atau persyaratan pada suatu jari>mah 
h{udu>d dan qis}a>s}, mengubah status jari>mah tersebut menjadi jari>mah 
ta’zi>r.49 Macam-macam Hukuman ta’zi>r antara lain: 
1) Hukuman Mati 
Dalam jari>mah ta’zir>  hukuman mati ini diterapkan oleh para 
fuqaha secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada ulil al-amri 
untuk menerapkan hukuman mati sebagai ta’zir> dalam jari>mah-
jari>mah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jari>mah 
itu dilakukan berulang-ulang. Contohnya pencurian yang berulang-
ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir 
dzimmi, meskipun setelah itu ia masuk Islam.50 
Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai ta’zir > untuk 
jari>mah-jari>mah tertentu, seperti spionase dan melakukan kerusakan 
di muka bumi. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian fuqaha 
Hanabilah, seperti Imam ibn Uqail. 
Sebagian fuqaha Syafi’iyah membolehkan hukuman mati sebagai 
ta’zir > dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang 
dari ajaran al-Quran dan as-Sunnah.51 Demikiam pula hukuman mati 
bisa diterapkan kepada pelaku homo seksual dengan tidak 
                                                             
49 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000),  144. 
50 Abdurrahman Al Maliki, Sistem Sanksi dalam Islam, terj.Syamsuddin Ramadlan, (Bogor: Pustaka 
Thariqul Izzah, 2002), hal. 249-250. 
51 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 258. 


































membedakan antara mukhsan dan ghairu muhshan. Dari uraian 
tersebut jelas bahwa hukuman mati untuk jari>mah ta’zir>, hanya 
dilaksanakaan dalam jari>mah-jari>mah yang sangat berat dan 
berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut: 
Pertama, Bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh 
hukuman-hukuman h{udu>d selain hukuman mati. 
Kedua, Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan 
terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang 
menyebar di muka bumi.52 
2) Hukuman Jilid 
Hukuman j{ilid (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam syariat 
Islam. Untuk jari>mah h{udu>d, hanya ada beberapa jari>mah yang 
dikenakan hukuman jilid, seperti zina, qadzaf, dan minum khamar. 
Untuk jari>mah-jari>mah ta’zir>  bisa diterapkan dalam berbagai jari>mah. 
Hukuman jilid untuk ta’zi>r ini tidak boleh melebihi hukuman jilid 
dalam h{udu>d.53 Hanya saja mengenai batas maksimalnya tidak ada 
kesepakatan di kalangan fuqaha. Hal ini oleh karena hukuman h{ad{ 
dalam jari>mah  h{udu>d  itu berbeda-beda antara satu jari>mah dengan 
jarimah yang lainnya. Zina hukuman jilidnya seratus kali, qadzaf 
                                                             
52 Ibid.,  259. 
53 Ahmad Wardi Muslich, Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam ( Fikih 
Jinayah), (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 158. 


































delapan puluh kali, sedangkan syurbul khamar ada yang mengatakan 
empat puluh kali dan ada yang delapan puluh kali.  
Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman jilid masih 
diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, jilid sebagai 
ta’zir> harus dicambukkan lebih keras daripada jilid dalam h{ad{agar 
dengan ta’zir> orang yang terhukum akan menjadi jera, di samping 
karena jumlahnya lebih sedikit daripada dalam h{ad{. Alasan yang lain 
adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Akan 
tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat jilid dalam ta’zir> 
dengan sifat jilid dalam h{udu>d. Apabila orang yang yang dihukum 
ta’zir>  itu laki-laki maka baju yang menghalangi sampainya cambuk 
ke kulit harus dibuka. Akan tetapi, apabila orang terhukum itu 
seorang perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena jika 
demikian akan terbukalah auratnya. Pukulan atau cambukan tidak 
boleh diarahkan ke muka, farji, dan kepala, melainkan diarahkan ke 
bagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh 
mencambuk bagian dada dan perut, karena pukulan ke bagian tersebut 
bisa membahayakan keselamatan orang yang terhukum.54 
3) Hukuman kawalan 
                                                             
54 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 260. 


































Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian 
ini didasarkan pada lama waktu hukuman. Pertama, Hukuman 
kawalan terbatas. Batas 30 terendah hukuman ini adalah satu hari, 
sedang batas tertinggi, ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat 
beberapa ulama menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena 
mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. 
Sementara ulama' ulama' lain menyerahkan semuanya pada penguasa 
berdasarkan maslahat. Kedua, Hukuman kawalan tidak terbatas. 
Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan 
masanya terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus sampai 
terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang 
dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang 
yang berulang-ulang melakukan jari>mah-jari>mah yang berbahaya. 
4) Hukuman Pengasingan 
Hukuman pengasingan merupakan salah satu jenis hukuman 
ta’zir>. Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman had, 
namun dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai 
hukuman ta’zir>. Hukuman pengasingan ini dijatuhakn kepada pelaku 
jari>mah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga 
pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan dari 
pengaruh-pengaruh tersebut. Lamanya (masa) pengasingan juga tidak 


































ada kesepakatan dikalangan fuqaha. Menurut Syafi’iyah dan 
Hanabilah, masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar 
tidak melebihi masa pengasingan dalam jari>mah zina yang merupakan 
hukuman had.55 
5) Hukuman Salib 
Sanksi ini berlaku dalam suatu kondisi, yaitu jika sanksi bagi 
pelaku kejahatan adalah hukuman mati. Maka boleh dijatuhi hukuman 
salib. Pelaku tidak dilarang makan minum, tidak dilarang 
mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan salat cukup dengan 
isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut fuqaha tidak lebih dari tiga 
hari. Diantara sumber hukumnya adalah sunnah fi’liyah, di mana Nabi 
pernah menjatuhkan hukuman salib sebagai ta’zi>r yang dilakukan di 
suatu pegunungan Abu Nab.56 
6) Hukuman Pengucilan 
Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman ta’zi>r 
yang disyari'atkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rasulullah pernah 
melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut 
serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin 
                                                             






































Rubai'ah, dan Hilal bin Umaiyah. Mereka dikucilkan selama lima 
puluh hari tanpa diajak bicar.57 
7) Hukuman Denda (tahdid) 
Hukuman Denda ditetapkan juga oleh syari'at Islam sebagai 
hukuman jari>mah ta’zi>r. Antara lain mengenai pencurian buah yang 
masih tergantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua 
kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan 
perbuatannya tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap 
orang yang menyembunyikan barang hilang.58 
Disamping hukuman-hukuman yang telah disebutkan, terdapat 
hukuman-hukuman ta’zi>r yang lain. Hukuman-hukuman tersebut 
adalah sebagai berikut. 
a) Peringatan keras. 




                                                             
57 Ibid. 160 
58 Abdurrahman al-Maliki, Sistem Sanksi dalam Islam, terj.Syamsuddin Ramadlan, (Bogor: Pustaka 
Thariqul Izzah, 2002),. 270. 



































g) Pengumuman kesalahan secara terbuka. 
Hukuman-hukuman diatas bisa diterapkan untuk semua jenis 
jari>mah ta’zi>r. Akan tetapi, disamping itu masih ada hukuman-
hukuman lain yang tidak bisa diterapkan pada setiap jari>mah ta’zi>r. 
Diantara hukuman tersebut adalah hukuman pemecatan dari jabatan 
atau pekerjaan, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan alat-alat yang 
digunakan untuk melakukan jari>mah dan lain-lain.59 
Dalam hukum pidana Islam kasus penggunaan alat-alat yang 
merusak sumber daya laut dalam menangkap ikan masuk dalam jarimah 
ta’zi>r kemaslahatan umum karena berkaitan dengan perusakan 
lingkungan termasuk dalam jari>mah ta’zi>r yang berkaitan dengan hak 
Allah yaitu segala sesuatu yang yang berkaitan dengan kemaslahatan 
umum. Islam mengajarkan agar umat manusia senantiasa menjaga 
lingkungan, karena Allah SWT menciptakan bumi beserta isi nya untuk 
diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bukan malah 
sebaliknya dirusak. Merusak lingkungan hidup bisa berdampak yang 
sangat besar, oleh karena itu Islam sangat melarang umatnya 
melakukan kerusakan lingkungan. Masyarakat Indonesia belum sadar 
bahwa krisis multidimensi dan bencana yang datang bertubi-tubi 
                                                             
59 Ahmad Wardi  Muslich, Hukum Pidana...,. 268. 


































seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan lainnya 
adalah karena ulah manusia sendiri. 
Salah satu contoh kegiatan yang merusak lingkungan yaitu 
menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan fish net, 
penggunaan alat tangkap ikan fish net dalam menangkap ikan sangat 
dilarang karena dapat merugikan perekonomian dan merusak bio laut 
yang menyebabkan ikan-ikan yang seharurusnya belum waktunya jadi 
target penangkapan. Padahal keberadaan biota laut, terutama ikan 
sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat, 
apabila penggunaan alat tangkap ikan fish net terus dilakukan maka 
lambat laun akan terjadi penurunan populasi biota laut seperti alga, 
protozoa terutama ikan dan populasinya akan punah jika hal itu terus 
terjadi. Akibat dari penggunaan alat tangkap ikan fish net dalam 
menangkap ikan tingkat pendapatan nelayan dan perekonomian Negara 















































ILLEGAL FISHING DENGAN TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN 
PENANGKAPAN IKAN STUDI PUTUSAN NO. 05/PEN.PID. 
SUS/2015/PN.AMB 
 
A. DESKRIPSI PUTUSAN NO.05/PEN.PID.SUS/2015.PN.AMB 
Desember 2014 sekitar pukul 09.00 Wit, telah terjadi tindak pidana tersebut 
diatas yang dilakukan oleh kapal KM Sino 26 berbendera Indonesia. Terdakwa I 
Chen Xiangqi selaku fishing master dan terdakwa Ii Fadlan Latukau selaku 
Nahkoda KM.Sino 26, yang mana dari keteranganya bukan pemilik asli dari kapal 
tersebut. 
Terdakwa I Chen Xiangqi selaku fishing master dan terdakwa II Fadlan 
Latukau selaku Nahkoda KM.Sino 26 beserta beberapa awak kapal yang ada 
dikapal tersebut telah berhasil ditangkap oleh kapal KRI Abdul Halim Perdana 
Kusuma -355 Tahun 2014 terhadap kapal KM.Sino 26 saat berada pada posisi 
08º36’20” LS - 137º56’30” BT. Ditangkapnya Terdakwa tersebut disebabkan 
karna melakukan penangkapan ikan di Perairan Indonesia yaitu di wilayah 
perairan kepulauan Laut Arafura. 
Penangkapan ikan yang dilakukan Terdakwa I Chen Xiangqi dan terdakwa Ii 
Fadlan Latukau dengan kapa KM.Sino 26 l berbendera indonesia tersebut 


































melanggar daripada peraturan Negara Indonesia, yaitu menangkap ikan 
menggunakan alat tangkap (Fish Net) yang dapat merusak ekosistem laut, baik 
terumbu karang, ataupun ikan-ikan kecil yang sebenarnya belum dapat diambil. 
Selain itu dari pemeriksaan 2 saksi awak kapal patroli Indonesia ditemukan bahwa 
kedua Terdakwa selaku fising master dan Nahkoda kapal KM.Sino 26 sebagai 
kapal penangkapan ikan melakukan kegiatan penangkapan ikan tidak dilengkapi 
dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang  mencantumkan  daerah 
penangkapan / pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI dan KM. 
Sino 26 telah diberi sanksi pencabutan dengan surat noor : B.6964/DJPT.4  
/PI.440.D4/X/2014  tanggal  30  Oktober  2014  oleh Direktorat Jenderal 
Perikanan Tangkap. Dalam hal ini juga ditemukanya kurang lebih ± 6000 ikan 
campur yang berhasil dijaring menggunakan alat tangkap (Fish Net) oleh kedua 
Terdakwa dari kegiatan menangkap ikan tanpa izin tersebut.60 
Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berturut-turut 
ini berupa : 
1. Keterangan saksi-saksi 
a. 2 anak buah kapal (ABK) yang dalam fakta persidangan dapat diketahui 
kesamaan dalam hal memberikan keterangan kepada majelis hakim, 
sebagaimana yang tertulis dalam putusan ini:  
                                                             
60 Putusan Pengadilan Negri Ambon, nomor  05/Pen.Pid. Sus/2015/Pn.Amb 


































Guo xiancun dan chen  xiangwen merupakan anak buah kapal (ABK) 
yang sudah bekerja selama 5/6 bulan di KM.Sino 26 berbendera indonesia 
ini. Saksi menjelaskan bahwa kapal yang dioperasikan merupakan bukan 
milik Terdakwa I dan terdakwa II, melainkan PT. Sino Sunlinda Fishing yang 
beralamat di merauke. Saksi juga menjelaskan bahwa saat ditangkap oleh 
kapal KRI Abdul Halim Perdana Kusuma -355 sekitar jam 09.00 tanggal 8 
Desember 2014, kapal yang dinahkodai kedua terdakwa baru selesai 
menarik jaring pukat Fish Net sebagai alat tangkap yang digunakan dalam 
menangkap ikan. Yang mana saksi hanya bertugas membantu nahkoda 
kapal dan kadang juga membantu memilih hasil ikan dari tangkapan 
tersebut. Jenis ikan yang berhasil tertangkap adalah ikan campuran. Pada 
saat ditangkap oleh kapal KRI Abdul Halim Perdana Kusuma -355, sudah 
ada ikan sekitar ± 6000. Ciri-ciri dari alat tangkap yang digunakan adalah 1 
(satu) jaring menggunakan tali besi, rantai menggunakan bola-bola besi 
sebagai pemberat, kantong jaring di rangkap dan di tarik dengan 
menggunakan satu kapal. 
Menurut pengakuan kedua saksi tersebut, cara mengoperasikan alat 
tangkapnya yaitu, menurunkan jaring kemuadian tali penarik diulur hingga 
mulut jaring terbuka. Kemudian kapal melaju dan jaring menyapu area 
yang di lewatinya, sekira 2/3 hari hasil tangkapan sudah banyak dan tali 
penutup jaring ditarik, sambil mengurangi kecepatan kapal, selanjutnya 
kantong jaring diangkat ke atas kapal menggunakan kastril selanjutnya 


































kantong jaring di buka dan ikan di pilah dikumpulkan selanjunya 
dimasukan ke palka. selama kegiatan pengoperasian jaring trawl semua 
dibawah kendali fising master atau nahkoda. Selama diperiksa oleh KRI 
Abdul Halim Perdana Kusuma, bahwa saksi tidak tahu tentang dokumen 
perizinan KM. Sino 26 dan juga posisi kapal saat adanya penangkapan.61 
b. 2 orang prajurit TNI angkatan laut  KRI Abdul Halim Perdana Kusuma, 
yang dalam fakta persidangan dapat diketahui kesamaan dalam hal 
memberikan keterangan kepada majelis hakim, sebagaimana yang tertulis 
dalam putusan ini: 
Veri apriadi dan dwi prasetya merupakan Saksi menerangkan bahwa 
kapal tempat saksi bekerja, KRI Abdul Halim Perdana Kusuma telah 
memeriksa dan menangkap KM. Sino 26 pada hari senin sekitar jam 09.00 
tanggal 8 desember 2014, saat KRI melaksanakan patroli di laut arafura 
saat berada pada posisi 08º36’20” LS - 137º56’30” BT. 
Pada saat melakukan pemeriksaan KM. Sino 26 berbendera indonesia 
sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan yang diduga melakukan 
tindak pidana tidak memiliki surat izin penangkap ikan (SIPI), karena SIPI 
KM. Sino 36 tidak berlaku lagi karena telah di cabut oleh Direktur Jenderal 
perikanan tangkap berdasarkan surat nomor : B.6964/DJPT.4  
/PI.440.D4/X/2014  tanggal  30  Oktober  2014. Ditemukan juga alat 
                                                             
61 Ibid., 10-11 


































tangkap ikan di bagian kantong jaring di dobel dan melakukan 
penangkapan ikan di laut tidak sesuai SIPI. Selain itu ditemukan didalam 
palka kapal KM.Sino 26 tersebut terdapat hasil tangkapan ikan yang 
jumlahnya sekitar ± 6000 ikan yang terdiri dari ikan campuran.62 
2. Keterangan Ahli 
Selain keterangan saksi yang diajukan, terdapat juga 2 keterangan ahli 
yang sudah kompeten dalam bidangnya, antara lain;  
a. Victor A Samallo, merupakan PNS sebagai Pegawai Kesyahbandaran dan 
Otoritas  Pelabuhan  Kelas  I  Ambon dengan Jabatan Pengawas 
Keselamatan Pelayaran sudah berdinas selama 22 tahun. Ahli  mempunyai  
keahlian  dibidang  Keselamatan Pelayaran dan lebih sefesifikasi 
pengukuran semua jenis dari ukuran kapal dan memperoses pendaftaran 
kapal. 
Saksi menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap 
kapal KM. Sino 26 dibeli dari China, sudah dihapus dari daftar kapal China 
dan sudah didaftar sebagai kapal Indonesia. kapal KM. Sino  26 dibangun 
di galangan kapal di China,  baru  dimasukkan ke  Indonesia  untuk  
dilakukan. pendaftaran  KM.  Sino  26  telah sesuai  Peraturan pendaftaran 
dan kebangsaan kapal. KM. Sino 26 adalah kapal penangkap ikan 
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berbendera Indonesia karena telah tercatat dan didaftar dalam buku kapal 
Indonesia.63 
b. I Frans J Laurens  merupakan PNS Petugas Pelayanan Kebutuhan 
Operasional Kapal di PPN Ambon selama sepuluh tahun,  Bahwa dari hasil 
pemeriksaan saksi dokumen KM. Sino 26 didapat: 1) SIUP (copy) ada dan 
masih berlaku, 2) SIPI ada masih berlaku tetapi sudah dicabut dan tidak 
berlaku, 3) SLO ada, 4) Persetujuan Surat Berlayar dari Instansi 
Perhubungan Laut ada, 5) SKAT(surat keterangan aktivasi transmiter) ada 
dan masih berlaku, 6) Buku laporan pangkalan kapal perikanan ada. 
Dokumen KM. Sino 26 dikategorikan tidak lengkap karena  SIPI  
(surat  izin  penangkapan  ikan)  telah  cabut berdasarkan  surat  Direktur 
Jenderal Perikanan Tangka nomor : B.6964/ BJPT. 4/PI. 440. D4/x/2014 
tanggal 30 Oktober 2014. Surat pencabutan SIPI tesebut didasari oleh 
peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: PER.30/MEN/2012 
Jo PER.26/MEN/2013 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah  
Pengelolaan  Perikanan  Negara  RI. Setiap kapal  yang  tidak  mendaratkan  
ikan  hasil  tangkapan  di pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum 
dalam SIPI atau SIKPI deberikan sanksi pencabutan SIPI atau SIKPI.64 
c. Jemmy. P. Sangadji sebagai Teknisi Kelayakan Alat Penangkap Ikan sudah 
menjabat selama satu tahun. Saksi ahli telah dilatih untuk cek fisik kapal 
                                                             
63 Ibid. 13 
64 Ibid. 14 
 


































perikanan dan alat tangkap, dari hasil pemeriksaan fisik KM. Sino 26 
menggunakan jenis alat tangkap Pukat Ikan (Fish Net). Selain itu alat 
tangkap Pukat Ikan yang dugunakan tidak sesuai Surat Izin Penangkapan 
Ikan (SIPI), yaitu mesh size kantong berukuran lebih kecil, di SIPI mesh 
size kantong 70 millimeter sedangkan hasil pengukuran rata-rata 50 s/d 65 
millimeter.  
Bagian kantong jaring Pukat Ikan yang di gunakan KM. sino 26 dibuat 
berlapis. Mesh size kantong bagian dalam berukuran 50/60 milimeter dan 
bagian luar berukuran rata-rata 100 milimeter. Terdapat juga tali ris bawah 
(Ground rope) menggunakan tali besi/baja dan pemberat dari bahan  besi   
yang  seharusnya menggunakan bahan sintetis poly ethylene. 
Penggunaan  pelapis  pada  bagian  kantong  jaring mengakibatkan 
ikan-ikan ukuran kecil yang bukan menjadi sasaran  turut  tertangkap  
sihingga  berpotensi  merusak kelestarian sumberdaya ikan di laut. 
Penggunaan alat -alat tambahan yang terdapat pada pukat ikan (fish net)  
umumnya dapat dilepas atau dipasang secara praktis sehingga  dapat 
dibongkar  pasang  sesuai  keperluan  di lapangan.  
3. Keterangan Terdakwa 
a. Terdakwa I Chen Xiangqi  adalah Fishing Master KM. Sino 26 dan sudah 
bekerja selama enam sampai tujuh bulan di Kapal tersebut sejak tanggal 1 
Juli 2014, terdakwa I sebelumnya sudah bekerja di kapal ikan lainnya di 
China sebagai Kapten. terdakwa I yang bertanggung jawab 


































mengoperasikan kapal KM.  Sino 26 dan juga keselamatan ABK dan Kapal 
KM. Sino 26 selama ada diatas kapal. pada saat ditangkap oleh KRI pada 
tanggal 8 Desember 2014 sekitar jam 8 pagi, tidak tahu perairannya. Saat di 
tangkap sedang memilah ikan karena baru selesai menangkap ikan, dari 
hasil tangkapan di perairan Arafura sebanyak 6000 pang (satu pang 15 kg) 
berupa ikan campuran berbagai jenis. 
 Cara pengoperasianya jaring diturunkan  rata-rata dua kali sehari, 
dengan priode waktu menurunkan dan menaikkan jaring sekitar 7 sampai 8 
jam dan  ikan yang didapat setiap priode penangkapan rata rata sebanyak 
20 pang. KM. Sino 26 berangkat dari dermaga perusahaan PT. Sino di 
Merauke bulan Jul 2014 dengan tujuan ke laut Arafura untuk mencari ikan. 
Kapal sempat ke Tual untuk bekal ulang BBM. Kemudian tanggal 10 
Oktober 2014 kapal berangkat lagi menuju ke Laut Arafura,selanjutnya 
pada tanggal 8 Desember kapal terdakwa ditangkap oleh KRI dan dibawa 
ke Ambon,KM. Sino 26  adalah jenis kapal penangkap ikan menggunakan 
alat pukat ikan berbendera Indonesia dengan bobot 265 GT. Jumlah palka 
ada 2 daya tampung sekitar 130 tona. Alat tangkap yang  digunakan  adalah  
jaring  pukat, sebanyak 2 set dan kantong jaring di buat berlapis dimana 
ukuran mata Agungsatelit hanya digunakan untuk hal yang sangat penting 


































seperti jaring lapisan dalam lebih kecil, sedangkan lapisan luar lebih besar 
yang berfungsi sebagai penguat jaring.65 
 Terdakwa I tahu KM. Sino 26 memiliki  dokumen perizinan untuk 
menangkap ikan tetapi tidak paham karena dokumennya menggunakan 
bahasa Indonesia, selama di laut tidak pernah berkomunikasi dengan 
perusahaan menggunakan telepon satelit. Telepon informasi ke darat  
apabila  salah  seorang  ABK  sakit  atau sebaliknya ada informasi penting 
dari keluarga untuk ABK, mengetahuinya surat izin penengkapan ikan KM. 
Sino 26 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi setelah di beritahu 
petugas dari KRI pada saat ditangkap. setelah diberitahu oleh petugas dari 
KRI baru terdakwa mengetahui bahwa KM. Sino 26 telah melakukan 
tindak pidana perkanan melanggar pasal 93 ayat (1) UU No.45 tahung 2009 
tentang  perubahan  atas  UU  No.31  tahun  2004  tentang perikanan. 
b. Terdakwa Ii Fadlan Latukau Nahkoda  KM.  Sino  26  tapi dilapangan 
sebagai ABK biasa di dek memilih dan memilah ikan dan sudah bekerja 
selama 5 (lima) bulan, status sebagai Nahkoda hanya diatas kapal 
formalitas saja tetapi kalau diatas kapal akan bekerja di bagian dek seperti 
pengalam di kapal. terdakwa II bertugas dan bertanggung jawab 
mengelolah gerak kapal, memimpin ABK dan bertanggung jawab penuh 
terhadap kapal, muatan dan ABK. pada saat KM. Sino 26 melakukan 
kegiatan di laut yang memimpin adalah Fishing Master (nahkoda 
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China).awak buah kapal KM. Sino 26 berjumlah 17 (tujuh belas) orang, 3 
orang WNI dan 14 orang WNA China. 
 Pada awal Desember 2014 sekitar jam 6 pagi di Perairan Arafura KM. 
Sino 26  ditangkap oleh KRI, saat ditangkap oleh KRI, KM. Sino 26 
sedang selesai menarik  jaring dan awak  kapal sedang bekerja 
memasukkan ikan ke dalam palka. Di laut Arafura sekitar 2 bulan, ada ikan 
hasil tangkapan ikan di sekitar wilayah perairan Laut Arafura sebanyak ± 
90 ton berupa ikan campuran (ikan lajur,belut, bawal, tengiri, mobara, 
udang dan cumi dll. jaring diturunkan rata-rata tiga kali sehari,periode naik 
turun jaring sekitar 7-8 jam dan setiap menarik /mengangat jaring 
mendapat ikan sebanyak 20 pang, KM. Sino 26 adalah jenis kapal 
penangkap ikan menggunakan alat tangkap pukat ikan (fish net) berbendera 
Indonesia dengan bobot 265 GT. Jumlah palka ada 2 dengan maksimal 
daya tampung sekitar 130 ton.66 
 Terdakwa  tidak  tahu  mengenai  dokumen  perijinan penangkapan 
ikan di KM. Sino 26 karena semua dokumen disimpan oleh kapten 
China/fishing master, sebelum berangkat berlayar  dokumen kapal telah 
diperiksa oleh petugas Pengawas Perikanan dan Syahbandar di Tual dan 
dinyatakan lengkap serta telah memenuhi syarat fisik untuk melakukan 
penangkapan ikan, alat tangkap yang digunakan adalah jaring trawl 
sebanyak 2 unit dibawah dari China, alat tangkap tersebut pada bagian 
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kantong jaring semuanya dilapis/dirangkap dan menggunakan tali besi serta 
ada karet dan besi sebagai pemberat, mata jaring kantong bagian dalam 
berukuran lebih kecil, dari mata jaring bagian luar yang berfungsi sebagai 
penguat jaring, lapisan pada bagian kantong jaring dapat dilepas dan 
dipasang secara praktis sesuai kebutuhan di lapangan. jaring diturunkan 
dan dinaikan menggunakan mesin katrol dibantu  tenaga  manusia,  setelah  
ada  perintah  dari fishing master berupa kode bunyi bel Bahwa di kapal 
KM. Sino 26 ada alat komunikasi seperti telphon satelit, radio bisa 
digunakan setiap saat dan yang dapat berkomunikasi dengan perwakilan/ 
Perusahaan menggunakan telepon satelit adalah terdakwa I (fishing master) 
karena telepon tersebut disimpan di dalam ruangan fishing master.  
 Terdakwa II tidak tahu surat izin penangkapan ikan KM. Sino 26 
sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak  pernah  medapat  
informasi  tentang  hal  tersebut  dari siapapun termasuk dari perusahaan. 
Informasi pencabutan SIPI KM. Sino 26 diketahuiya setelah diberitahu 
oleh petugas dari KRI pada saat ditangkap. setelah diberitahu oleh petugas 
dari KRI baru terdakwa mengetahui bahwa KM. Sino 26 telah melakukan 
tindak pidana perkanan melanggar pasal 93 ayat (1) UU No.45 tahung 2009 
tentang  perubahan  atas  UU  No.31  tahun  2004  tentang perikanan.67 
4. Barang Bukti yang Disita 
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a. Kapal KM. SINO 26, 
13) Perlengkapan Kapal KM.Sino 26 berupa Alat Penangkap ikan Pukat 
Ikan. 
14) Dokumen-Dokumen Kapal KM. Sino 26. 
15) Tanda Barcode No. E 038233 1 lembar. 
16) Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. D 048756 1 lembar. 
17) SIPI No. 26.14.0001.64.445592 1 lembar. 
18) Fotocopy  Surat  Izin  Usaha  Perikanan 01.08.02.0194.5565, 2 
lembar; 
19) Check List Kelengkapan Dokumen Kapal Berangkat ke Perairan 1 
lembar. 
20) Surat Ukur InternasionalRepub(1969) 1 lembar. 
21) Surat Keterangan Aktvasi Transmiter 1 lembar. 
22) Surat Persetujuan Berlayar No. KL/208/12/08/POS.NGI-14 3 lembar. 
23) Izin Stasiun Radio Kapal Laut No. 3918/L/SDPPI/2014 1 lembar. 
24) Fotocopy Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut 
Khusus(SIOPSUS)  2 lembar; 


































25) Uang hasil lelang barang bukti ikan sebanyak ±130 ton ikan campuran 
sebesar Rp 764.400.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta empat 
ratus ribu rupiah).68 
B. Landasan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor05/Pen.Pid.Sus/2015/ 
Pn.Amb 
Landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan 
No.05/Pen.Pid.Sus/2015/Pn.Amb dalam menyelesaikan kasus penangkapan ikan 
dengan mengoperasikan kapal berbendera indonesia tanpa surat izin penangkapan 
ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah sebagai berikut. 
Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi diantaranya saksi ahli, 
keterangan terdakwa dan melihat barang bukti yang telah dihadirkan dalam 
persidangan selanjutnya majelis hakim akan memberikan pertimbangan terkait 
terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke muka Pengadilan dengan 
dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih yang paling sesuai dengan 
fakta-fakta hukum tesebut yakni dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 100 jo. 
Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan 
atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) 
ke 1-KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:  
1. Unsur Setiap orang 
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Setiap orang yang mengandung arti orang atau siapa saja sebagai subjek 
hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana 
yang dilakukan. Oleh karena itu unsur setiap meliputi seseorang baik Warga 
Negara Indonesia atau Warga Negara Asing selaku pribadi atau beberapa 
orang dan koorporasi/asing yang melakukan kegiatan perikanan diwilayah 
pengelolahan perikanan RI dan mampu mempertanggung jawabkan 
perbuatanya menurut Hukum Pidana Indonesia. 
Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah 
membenarkan identitasnya sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum, tentang kebenaran identitas terdakwa tersebut juga telah 
dibenarkan saksi-saksi dipersidangan. Sehinggaa Majelis Hakim berpendapat 
bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terj adi kesalahan 
tentang orang yang didudukkan sebagai terdakwa. Dengan demikian unsur 
setiap orang dalam hal ini adalah terdakwa yang bernama I Chen Xiangqi dan 
Ii Fadlan Latukau. 69 
2. Unsur melakukan usaha dan/atau pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi 
ketentuan mengenai ukuran alat penangkap ikan 
Berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa bahwa KM.Sino 26 adalah 
kapal penangkap Ikan berbendera Indonesia menggunakan alat tangkap Pukat 
Ikan (fish net). Ketika kapal km.sino 26 ditangkap  sedang  melakukan  
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penangkapan  ikan  dengan  menggunakan  alat tangkap Pukat Ikan (fish net). 
Bagian kantong jaring alat tersebut dilapis/dirangkap yang dilarang 
berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomo 11/MEN/ 2009 
pasal 5 huruf b bahwa bagian atas kantong jaring pukat ikan/fish net tidak 
boleh dirangkap, alat tangkap jenis pukat ikan (Fish net) yang bagian kantong 
jaring dibuat berlapis, mesh size kantong bagian dalam berukuran 50 s/d 65 
milimeter dan bagian luar berukuran rata-rata 100 mili meter.  
Penggunaan jaring pelapis pada bagian luar kantong secara signifikan 
akan mengurangi ukuran mata jaring kantong tersebut. Ukuran mata jaring 
(mesh size) yang sebelumnya 50 mili meter akan tertutup sebagian oleh 
lapisan kantong bagian luar sehingga mesh size kantong menjadi lebih kecil. 
Hal ini menyebabkan selektifitas jaring terhadap ikan sasaran menjadi 
rendah/berkurang sehingga akan menangkap ikan yang berukuran lebih kecil 
dari standar ukuran  yang  mestinya  di  tangkap  sesuai  ukuran  mes  size  
alat  yang  telah ditentukan di SIPI. Dari pertimbangan Majelis Hakim 
berpendapat unsur kedua “usaha dan/atau pengelolaan perikanan yang tidak 
mematuhi ketentuan mengenai ukuran alat penangkap ikan” telah terpenuhi.70 
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan 
Selama kapal KM. Sino 26 beroperasi di laut adalah Fadlani latukau yang 
turut serta melakukan mengandung pengertian adanya kerjasama sedikitnya 2 
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(dua) orang atau lebih yang bersama sama melakukan suatu tindak pidana. 
yang memimpin, memerintah dan mengatur segala kegiatan sebagai Nahkoda 
bersama-sama CHEN XIANGQI sebagai fishing master termasuk 
merencanakan dan menentukan lokasi pencarian ikan (fishing ground). 
Keterangan tersebut  diakui  oleh  para  terdakwa  bahwa  merekalah  
pemimpin  sekaligus penanggung  jawab  secara  keseluruhan  di  atas  kapal  
KM. Sino  26,  dengan demikian maka unsur yang melakukan menyuruh 
melakukan, dan turut serta melakukan telah terbukti. 
Sebelum menjatuhkan hukuman hakim juga mempertimbangkan hal-hal 
yang memberikan dan memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa, 
yaitu sebagai berikut : 
a. Keadaan yang memberatkan: 
1) Pemerintah sedang giat-giatnya memberantas Illegal Fishing, 
sedangkan terdakwa masih tetap mengoperasikan alat penangkap ikan 
tanpa memiliki SIUP dan SIPI sebagai suatu kewajiban yang harus 
dimilikinya. 
2) Potensi Sumber Daya Ikan Indonesia menjadi berkurang sehingga 
berdampak negatif bagi nelayan Indonesia yaitu berkurangnya hasil 
tangkapan mereka. 


































3) Perbuatan terdakwa menggnakan alat tangkap yang tidak ramah 
lingkungan dan merusak ekosistem laut. 
b. Keadaan yang meringankan : 
1) Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana. 
2) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dinegara asalnya. 
3) Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. 
4) Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi 
perbuatanya.71 
C. Amar Putusan Nomor 05/Pen/Pid.Sus/2015/PN.Amb 
Mengingat Pasal 100 jo.  Pasal 7 ayat (2) huruf a  Undang-Undang RI No.45 
Tahun 2009  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 
Tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan UU No.8 Tahun 
1981 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara 
ini. 
1. Menyatakan  terdakwa  I  Chen  Xiangqi  dan  terdakwa  Ii  Fadlan Latukau, 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara 
bersama-sama melakukan usaha dan/atau pengelolaan perikanan yang tidak 
mematuhi ukuran alat penangkap ikan. 
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
denda masing-masing sebesar Rp. 100,000,000-, (seratus juta rupiah), dengan 
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ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana 
kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan. 
3. Menetapkan barang bukti berupa : 
a. (satu) buah Kapal KM. Sino 26. 
b. (satu) bundel Dokumen-dokumen Kapal KM. Sino 26. 
c. Dikembalikan  kepada  PT.  Sino  Indonesia  Sunlinda Fishing sebagai 
pemiliknya yang sah melalui para terdakwa. 
d. Uang hasil lelang barang bukti berupa ± 130 ton ikan campuran sebesar Rp 
764.400.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah). 
e. Dirampas untuk Negara 
1) ( satu) unit Alat tangkap Pukat Ikan (Fish Net) 
f. Dirampas untuk dimusnakan; 
4. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing 
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).72 
Demikianlah  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim 
Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 07 
Mei 2015 oleh Mathius, Sh. Mh, selaku hakim ketua  majelis,  Ir. Muhammad  Yamin  
Akkae  dan  Muhammad  Sakti, S.Pi.  masing-masing sebagai hakim anggota, 
putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari 
Selasa, tanggal 18 Mei 2105 oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama hakim anggota 
tersebut, dengan di bantu oleh Alexander Nahusona, Sh. Panitera pada Pengadilan 
Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Grace Siahaya, Sh, Mh sebagai Penuntut Umum 
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pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadiri oleh para terdakwa dengan didampingi 






































































ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR : 05/PEN.PID.SUS/2015/PN.AMB 
TENTANG ILLEGAL FISHING DENGAN TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN 
PENANGKAPAN IKAN 
A. Analisis Putusan Hakim Nomor : 05/Pen.Pid.Sus/2015/Pn.Amb tentang Illegal 
Fishing dengan Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan 
Dalam sebuah putusan terdapat beberapa bagian-bagian yang mana terdiri 
dari kepala putusan terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004, 
identitas pihak, tuntutan/ posita, pertimbangan hakim, serta amar 
putusan/putusan hakim. 73Dari beberapa bagian putusan yang telah disebutkan 
diatas, maka selanjutnya penulis akan meninjau pada bagian putusan hakim 
yang nantinya akan dikaitkan dengan pertimbangan hakim serta hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan. Dalam hal ini, tindak pidana menangkap ikan 
dengan menngunakan alat tangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran (SIPI) 
di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) merupakan salah satu bentuk dari 
kegiatan Illegal Fishing dan termasuk dalam lingkup tindak pidana khusus, yang 
mana berdasarkan Pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI 
No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 
Tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1-KUHP, yang unsur-unsurnya 
adalah sebagai berikut:  
                                                             
73 Chandra Et. Al, Modul Mata Kuliah Eksaminasi, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas 
Atmaja, 2004), 12. 


































Unsur pertama “Setiap orang” setiap orang yang mengandung arti orang 
atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan 
secara hukum atas tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu unsur setiap 
meliputi seseorang baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing 
selaku pribadi atau beberapa orang dan koorporasi/asing yang melakukan 
kegiatan perikanan diwilayah pengelolahan perikanan RI dan mampu 
mempertanggung jawabkan perbuatanya menurut Hukum Pidana Indonesia. 
Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah 
membenarkan identitasnya sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum, tentang kebenaran identitas terdakwa tersebut juga telah 
dibenarkan saksi-saksi dipersidangan. Sehinggaa Majelis Hakim berpendapat 
bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan 
tentang orang yang didudukkan sebagai terdakwa. Dengan demikian unsur 
setiap orang dalam hal ini adalah terdakwa yang bernama I Chen Xiangqi dan Ii 
Fadlan Latukau.  
Unsur kedua “melakukan usaha dan/atau pengelolaan perikanan yang tidak 
mematuhi ketentuan mengenai ukuran alat penangkap ikan” berdasarkan 
keterangan saksi dan terdakwa bahwa KM.Sino 26 adalah kapal penangkap Ikan 
berbendera Indonesia menggunakan alat tangkap Pukat Ikan (fish net).74 Ketika 
kapal km.sino 26 ditangkap  sedang  melakukan  penangkapan  ikan  dengan  
menggunakan  alat tangkap Pukat Ikan (fish net). Bagian kantong jaring alat 
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tersebut dilapis/dirangkap yang dilarang berdasarkan Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan Nomo 11/MEN/ 2009 pasal 5 huruf b bahwa bagian atas 
kantong jaring pukat ikan/fish net tidak boleh dirangkap, alat tangkap jenis 
pukat ikan (Fish net) yang bagian kantong jaring dibuat berlapis, mesh size 
kantong bagian dalam berukuran 50 s/d 65 milimeter dan bagian luar berukuran 
rata-rata 100 mili meter. Penggunaan jaring pelapis pada bagian luar kantong 
secara signifikan akan mengurangi ukuran mata jaring kantong tersebut. Ukuran 
mata jaring (mesh size) yang sebelumnya 50 mili meter akan tertutup sebagian 
oleh lapisan kantong bagian luar sehingga mesh size kantong menjadi lebih 
kecil. Hal ini menyebabkan selektifitas jaring terhadap ikan sasaran menjadi 
rendah/berkurang sehingga akan menangkap ikan yang berukuran lebih kecil 
dari standar ukuran  yang  mestinya  di  tangkap  sesuai  ukuran  mes  size  alat  
yang  telah ditentukan di SIPI. Dari pertimbangan Majelis Hakim berpendapat 
unsur kedua “usaha dan/atau pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi 
ketentuan mengenai ukuran alat penangkap ikan” telah terpenuhi. 
Unsur ketiga “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta 
melakukan” Selama kapal KM. Sino 26 beroperasi di laut adalah Fadlani latukau 
yang turut serta melakukan mengandung pengertian adanya kerjasama 
sedikitnya 2 (dua) orang atau lebih yang bersama sama melakukan suatu tindak 
pidana. yang memimpin, memerintah dan mengatur segala kegiatan sebagai 
Nahkoda bersama-sama CHEN XIANGQI sebagai fishing master termasuk 
merencanakan dan menentukan lokasi pencarian ikan (fishing ground). 


































Keterangan tersebut  diakui  oleh  para  terdakwa  bahwa  merekalah  pemimpin  
sekaligus penanggung  jawab  secara  keseluruhan  di  atas  kapal  KM. Sino  26,  
dengan demikian maka unsur yang melakukan menyuruh melakukan, dan turut 
serta melakukan telah terbukti. 
Berdasarkan unsur-unsur diatas, menurut Majelis Hakim terdakwa telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan didepan hukum telah melakukan tindak 
pidana yang didakwakan yaitu terdapat dalam Pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) 
huruf a Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1-KUHP. 
Setelah mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum, mendengarkan 
keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam memutuskan 
perkara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang juga 
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, 
diantaranya: 
Keadaan yang memberatkan: 
Pemerintah sedang giat-giatnya memberantas Illegal Fishing, sedangkan 
terdakwa masih tetap mengoperasikan alat penangkap ikan tanpa memiliki 
SIUP dan SIPI sebagai suatu kewajiban yang harus dimilikinya. Potensi Sumber 
Daya Ikan Indonesia menjadi berkurang sehingga berdampak negatif bagi 
nelayan Indonesia yaitu berkurangnya hasil tangkapan mereka. Perbuatan 


































terdakwa menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan merusak 
ekosistem laut. 
Keadaan yang meringankan : 
1. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana. 
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dinegara asalnya. 
3. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. 
4. Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya.75 
Berdasarkan pertimbangan hakim terkait dengan hal-hal yang memberatkan 
maka perbuatan terdakwa jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan hukum 
yang berlaku. Selain terdakwa menggunakan alat tangkap ikan yang tidak sesuai 
(SIPI) dari pemerintah Indonesia sebagai syarat wajib kapal yang akan 
melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia, karena penggunaan 
alat tangkap ikan yang tidak sesuai dengan (SIPI) bisa membuat kerugian 
terhadap pemerintah, yakni dapat menimbulkan kerusakan pada keberlanjutan 
sumber daya ikan dan ekosistem perairan. Selain itu dari kegiatan penangkapan 
ikan yang melanggar dari ketentuan (SIPI) secara tidak langsung dapat 
merugikan perekonomian negara Indonesia.76 
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76 Nunung Mahmudah, Illegal Fishing, Cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 97-98. 


































Karena yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindakan yang 
menimbulkan dampak hingga merusak ekosistem lautan, maka hukuman yang 
diberikan kepada pelaku salah satunya untuk dapat menimbulkan efek jera bagi 
pelaku dengan tujuan agar pelaku tidak menggulangi perbuatan tersebut. Setelah 
mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum serta pertimbangan hakim 
sendiri terkait dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, majelis 
hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan 100,000,000-, (seratus 
juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti 
dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan, tanpa adanya 
pidana penjara sebagai hukuman pokok didalamnya. Padahal dalam ancaman 
hukuman yang terdapat dalam Pasal 93 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (2) UU No 45 
Tahun 2009 perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang perikanan yaitu 
pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 20.000.000.000,- 
(dua puluh milyar rupiah).77 
Sedangkan sifat hukuman pidana dibidang perikanan ini sebagian besar 
merupakan bersifat kumulatif, baik ditujukan terhadap delik kejahatan maupun 
delik pelanggaran. Dalam hukum kumulatif pidana badan (penjara) dengan 
pidana denda diterapkan sekaligus. Dalam hal ini tidak ada alasan bagi hakim 
untuk tidak menjatuhkan kedua pidana tersebut, juga hakim tidak dapat memilih 
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salah satu hukuman untuk dijatuhkan, melainkan wajib menjatuhkan pidana 
pokok kedua-duanya. 
Hukuman yang berupa pidana penjara tinggi dan pidana denda yang berat 
terhadap pelaku pidana perikanan bertujuan agar menimbulkan efek jera. Pelaku 
yang terbukti bersalah selain wajib menjalani pidana penjara bertahun-tahun, 
juga wajib membayar denda kepada negara yang nilainya tidak sedikit. Yang 
mana jika dikaitkan dengan sifat kumulatif UU bidang perikanan ini seharusnya 
menggunakan kedua pidana yang telah ditetapkan dalam UU tersebut. Karena 
kata-kata “dan” dalam UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan tersebut 
merupakan suatu kewajiban untuk dilakukan kedua pidananya, yakni anatara 
pidana penjara dan pidana denda. Bukan menggunakan pidana denda dan 
subsidair (pidana kurungan pengganti). Dalam hal ini, pidana kurungan 
pengganti merupakan hanya pidana pengganti dari pidana denda jika pelaku 
tidak bisa membayar denda yang ditentukan hakim dalam sebuah putusan. 
Terlepas dari sifat kumulaif yang terdapat dalam Undang-Undang 
Perikanan dan kata-kata “dan” sendiri, dalam pasal tersebut juga sudah 
dijelaskan pada Pasal 102 yang mana berbunyi “ ketentuan tentang pidana 
penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang 
perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada 
perjanjian antara Pemerintah negara yang bersangkutan.” 


































Meskipun dalam hal terdakwa tidak bisa dipidana penjara karena ketentuan 
Pasal 102, tetapi tetap saja dinilai kurang memberikan suatu ketegasan, 
keseriusan hukum yang dapat menjerat pelakunya dengan hukuman yang berat 
sehingga menimbulkan efek jera yang hanya dengan di pidana denda Rp. 
300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan pidana kurungan selama 6 bulan. 
Hukuman ini dirasa begitu ringan untuk tindak pidana menangkap ikan dengan 
mengoperasikan kapal berbendera Indonesia tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan 
di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan belum tentu pula menjamin bagi 
pelaku untuk tidak mengulanginya dimasa yang akan datang, terbukti dengan 
masih banyak adanya kasus penangkapan ikan tanpa surat izin dengan pelaku 
Warga Negara Indonesia atau Waraga Negara Asing. Selain itu, jika 
dibandingkan dengan denda maksimal yang terdapat dalam Pasal yang 
didakwakan yaitu pidana penjara maksimal selama 6 tahun dan pidana denda 
maksimal sebesar Rp. 20.000.000.000,00- (Dua Puluh Milyar Rupiah), masih 
dirasa kurang memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana tersebut, 
belum lagi akibat dari kerugian lain yang ditimbulkanya dari tindak pidana 
tersebut, mulai dari ekosistem laut yang rusak akibat penggunaan jaring yang 
terlarang, juga dari segi ekonomi negara Indonesia berkurang. 
B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim Nomor: 05/Pen. 
Pid.Sus/2015/Pn.Amb 


































Dalam pandangan hukum pidana Islam tentang penangkapan ikan dengan 
mengoperasikan kapal berbendera Indonesia tanpa surat izin penangkapan ikan 
(SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) merupakan sebuah bentuk 
kejahatan yang bukan hanya mengakibatkan kerusakan ekosistem dan 
lingkungan laut tetapi dari segi ekonomi juga Indonesia sangat dirugikan. Dalam 
penerapan sanksi, Islam sendiri sangat mempertimbangkan rasa keadilan dengan 
diberikannya hukuman bagi pelaku tindak pidana penangkapan ikan tersebut 
agar tidak diulanginya lagi. 
Hakim dalam persidangan harus memiliki keadilan dalam memutuskan dan 
mempertimbangkan hukuman untuk pelaku. Tindak pidana penangkapan ikan 
secara tidak sah (illegal fishing), dalam kasus ini sama halnya dengan pencurian 
ikan dan juga bisa menyebabkan rusaknya sumber daya laut yang mana 
dilakukan dengan menangkap ikan di perairan Indonesia dengan melanggar 
hukum yang telah ditetapkan, dalam hukum pidana Islam termasuk kedalam 
jarimah ta’zir>. 
Menurut istilah imam al mawardi sebagaimana yang telah dikutip oleh 
M.Nurul Irfan menjelaskan bahwa ta’zir> adalah hukuman bagi tindak pidana 
yang belum ditentukan hukumannya oleh syarak yang bersifat mendidik. 
Maksud dari kata “mendidik” disini adalah untuk mencegah terjadinya maksiat 
pada masa yang akan datang. Wahbah Zuhaili mendefinisikan ta’zir> yang mirip 
dengan definisi Al Mawardi: Ta’zir> adalah hukuman yang ditetapkan atas 


































perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman (h{ad{) dan tidak 
pula kifarat.78 
Menurut  hukum  Islam  hukuman ta’zir> adalah  hukuman  yang  tidak 
tercantum ketentuannya dalam nash dan dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, 
dengan ketentuan yang pasti dan terperinci. Hukuman ta’zir> dimaksudkan untuk 
mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya.79 
Menurut Syarbini al-Khatib, bahwa ayat al-Quran yang dijadikan landasan 
adanya jari>mah ta’zi>r yang berkaitan dengan dengan perusakan adalah Quran 
surat QS. al-A’raaf: 85. 
Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. al-A’raaf: 85. 
 ٍه ََِٰلإ ۡن ِّم مَُﻜل اَم َ َّللّٱ ْاوُُدبۡعٱ ِمَۡوق ََٰي َلَاق ُۚاٗبۡيَعُش ُۡمهاََخأ ََنيۡدَم ََٰىِلإَو
 ْاوُسَخَۡبت َلََو َناَﺰيِمۡلٱَو َلۡيَﻜۡلٱ ْاُوفَۡوَأف  ۡمُﻜِّب َّر ن ِّم َٞةنَِّيب مُﻜۡتَٓءاَج َۡدق  ۥُهُرۡيَغ
 َۡلۡٱ ِيف ْاوُدِسُۡفت َلََو ُۡمهَٓءَايَۡشأ َساَّنلٱ ِنإ ۡمُﻜَّل ٞرۡيَخ ۡمُِﻜل ََٰٰ  َُۚاهِح ََٰل ۡ ِإ َدَۡعب ِضۡر
 َنِينِمۡؤ ُّم ُمتنُك٥٨  
Artinya: dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara 
mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada 
Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata 
                                                             
78 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 248. 
79 M. Nurul Irfan dan Musyarofah, Fiqih Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 136. 


































dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu 
kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah 
kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang 
demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".80 
Dasar hukum disyariatkannya ta’zir> terdapat dalam beberapa hadist Nabi 
saw dan tindakan Sahabat seperti yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich 
dalam bukunya. Hadits-hadits tersebut antara lain sebagai berikut: 
نع  ﺰا نع ميﻜﺣ نباﰊ ﻦﻋ ﻩّﺪﺟ ,ّّنأ اّﻨﻟﱯ ﻰﻠﺻ ﷲ ﻪﻴﻠﻋ وّﻢﻠﺳ ﺲﺒﺣ ﰱ اﺔﻤﻬﺘﻟ (اورﻩ اﻮﺑ دواد و 
اﻟﱰﺬﻣي و اﺎﺴﻨﻟ ﻰﺋ اوﻰﻘﻬﻴﺒﻟ و ﻪﺤﻴﺤّﺻ اﳊﻢﻛﺎ) 
“Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw. menahan 
seseorang karena disangka melakukan kejahatan.” (HR. Abu Dawud, 
81i, dan Baihaqi serta dishahihkan oleh Hakim).‟Turmudzi, Nasa 
Secara umum hadist tersebut menjelaskan tentang eksistensi ta’zi>r dalam 
syariat Islam. Hadist ini menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan 
seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk 
memudahkan penyelidikan.82 
Hukuman ta’zir > adalah hukuman untuk jari>mah-jari>mah ta’zir >. Jari>mah 
ta’zir> jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan maksiat 
yang hukumannya belum ditentukan oleh syara’ dan diserahkan kepada ulil al-
                                                             
80 Depertemen Agama Republik Indonesia, al-Quran dan Terjemahan, (Surabaya: Duta Ilmu),738. 
81 Abi Daud Sulaiman,Sunan Abi Daud bab Fi Jassi Fiddhaini Waghoirihi, (Beirut: Maktabah Asriyah 
t,t),  314 
82 Zainnuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Bandung: Pustaka Setia, 2013),16. 


































amri untuk mengaturnya. Seperti yang telah kita ketahui, hukuman pokok pada 
setiap jari>mah hanya dijatuhkan apabila semua bukti secara meyakinkan dan 
tanpa adanya keraguan sedikitpun mengarah pada perbuatan tersebut. Oleh 
karena itu, apabila bukti-bukti kurang meyakinkan atau adanya keraguan 
(syubhat) menurut penilaian hakim, hukuman pokok tersebut tidak boleh 
dijatuhkan. Kurangnya bukti atau persyaratan pada suatu jari>mah h{udu>d dan 
qis}a>s}, mengubah status jari>mah tersebut menjadi jari>mah ta’zi>r.83 
Menurut Rahmat, untuk dapat dianggap sebagai jari>mah maka perbuatan tersebut 
harus memenuhi unsur jari>mah, yaitu adanya ketentuan yang mengatur, perbuatan 
tersebut melawan hukum, dan pelakunya dapat memepertanggung jawabkan 
perbuatanya, yang mana jika dihubungkan terhadap kasus kerusakan lingkungan lait 
dalam putusan Ambon. Maka menurut penulis perbuatan tersebut sudah terpenuhi dan 
dapat dikatakan sebagai jari>mah dan dapat diancam dengan hukuman (uqubah). Yang 
mana sesuai dengan pengertian jari>mah menurut Imam al-Mawardi, yaitu perbuatan 
yang dilarang shara’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan yang 
diwajibkan) yang diancam dengan hukuman h}}add atau ta’zi>r. 
Untuk hukuman terhadap tindak pidana perusakan lingkungan laut di 
perairan Indonesia, sebagaimana yang dijelaskan diatas, bahwa suatu perbuatan 
jari>mah harus diancam dengan hukuman yang mana hukuman tersebut 
menggunakan ta’zi>r atau h}udu>d. Maka dalam hal ini dapat dilihat dari definisi 
                                                             
83 Abdurrahman Al Maliki, Sistem Sanksi dalam Islam, terj.Syamsuddin Ramadlan, (Bogor: Pustaka 
Thariqul Izzah, 2002), hal. 249-250. 


































atau unsur yang terdapat dalam jari>mah masing-masing. Karena menurut 
Djazuli dalam bukunya, unsur jari>mah terbagi menjadi dua macam yaitu unsur 
khusus dan unsur umum. Unsur umum adalah unsur yang terdapat pada setiap 
jenis jari>mah, sedangkan unsur khusus jari>mah adalah unsur yang hanya terdapat 
pada jenis jari>mah tertentu dan tidak terdapat pada jenis jari>mah yang lain. 
Menurut para ulama jari>mah terbagi menjadi tiga macam diantaranya, yakni 
h}udu>d, qis}a>s} / diyah dan ta’zi>r. Jari>mah h}udu>d adalah segala bentuk tindak 
pidana yang telah ditentukan bentuk, jumlah dan ukuran hukumanya dan 
merupakan hak Allah SWT semata-mata.Jari>mah qis}a>s} adalah jari>mah yang 
tujuanya memberikan perlakuan sama kepada terpidana sesuai dengan tindak 
pidana yang dilakukannya. Diyah artinya ganti rugi dengan harta. Dan terakhir, 
jari>mah ta’zi>r adalah jari>mah yang tidak ditentukan ketentuan oleh nas}s} al-
Qur’an ataupun al-{Hadist, yang hukumanya diserahkan pada waliyyul amri 
(hakim). 
Di lihat dari definisi jari>mah diatas, maka tindak pidana perusakan 
lingkungan laut yang dilakukan oleh WNI di perairan Indonesia merupakan 














































Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, 
maka dapat disimpulkankan sebagai berikut: 
1. Putusan hakim No. 05/Pen/Pid.Sus/2015/Pn.Amb tentang tindak pidana 
menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal berbendera Indonesia 
tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif 
Indonesia (ZEEI) sudah tepat dan sesuai dengan pasal yang didakwaan 
jaksa penuntut umum yaitu, Pasal 93 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) jo 
Pasal 100 UU No 45 Tahun 2009 perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 
tentang perikanan. Dengan melihat segala aspek yang menyertainya 
seperti unsur yang terdapat dalam pasal tersebut, serta hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan. Terlepas dari Asas Legalitas yang 
terdapat dalam KUHP ayat 1 pasal 1. Karena dalam pasal 100 itu sendiri 
sudah dijelaskan. Maka dalam hal ini, terdakwa telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan menurut hukum dengan menjatuhkan hukuman pada 
terdakwa sesuai dengan pasal yang disebutkan di atas. 
 


































2. Dalam analisis hukum pidana Islam, hukuman bagi pelaku tindak pidana 
menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal berbendera Indonesia 
tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif 
Indonesia (ZEEI) yang tertuang dalam Putusan Nomor 05/Pen/Pid. 
Sus/2015/PN.Amb adalah kerusakaan lingkungan yang merupakan jari>mah 
ta’zi>r yakni tindak pidana kerusakaan lingkungan. Suatu tindak pidana 
dapat dikategorikan sebagai jari>mah ta’zir> apabila di luar qis}a>s}, dan 
hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak 
dikenakan hukuman (h{ad{) dan tidak pula kifarat. 
 
B. Saran 
1. Diharapkan aparat penegak hukum memiliki jiwa keadilan dan kecermatan  
dalam menjatuhkan hukuman pada setiap tindak pidana, khususnya tindak 
pidana menangkap ikan oleh Warga Negara Indonesia tanpa Surat Izin 
Penangkapan Ikan (SIPI) dengan memepertimbangkan aspek kerugian bagi 
masyarakat umum. Hukuman yang dijatuhkan harus mempunyai efek jera 
bagi pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatanya lagi dikemudian 
hari. 
2. Adanya peraturan dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 
perikanan, diharapkan dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya 
mentaati peraturan yang ada. Hal itu dilakukan untuk menjaga lingkungan 
disekitar serta menjaga stabilitas perekonomian negara Indonesia. 
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